
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA U'ARA
I{OMOR 18 TAHUN 2A24

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI f UMATERA UTARA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IUAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

fuTenirntrano $3lr.x.ra untuk melaksanakan ketentu::n pasal 25 ayat {2}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun ,.'AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. perru menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencar ia Kerja pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2S;

1. Pasai 18 ayat (6) Undang-undang f ;asar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiorral (Lembaran Negara

Perencanaan Negara Republik In lonesia Tahun 2ao4
Nomor 104, Tambahan Lembar rn Negara Republik
Indonesia Nomor a42\;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indoner.ia Tahun 2al1 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah ,liubah beberapa kali
terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2oz2
tentang Perubahan Kedua Atas UnCang- Undang Nomor

12 Tahun 20 1 1 tentang Pem:entukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor f 801);

Mengingat
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   4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

   5.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

   6.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  

   7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   8.    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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   9.  Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180); 

   10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

   11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

   12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

   13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

   14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
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   15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

   16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

   17.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388); 

   18.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 12); 

   19.  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 33); 

   20.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 64); 

   21. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 

2025. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini  yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.   

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah 

Gubernur Sumatera Utara. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. 

7.  Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Sumatera Utara.   

8.  Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 

peningkatan indeks pembangunan manusia. 

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 

ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 
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dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk jangka periode selama 3 (tiga) tahunan yang berisi 

tujuan, sasaran, prioritas serta program Kepala Daerah 

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta 

memperhatikan RPJM Nasional. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disebut RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

13.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA 

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
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17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah.  

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program RPJMD yang 

memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan 

Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 

2025 serta kaidah pelaksanaannya. 

 

Pasal 3 

(1) Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksud sebagai pedoman 

dalam :  

a. Penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD 

Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan  

b. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.  

(2) Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi 

yang berbatasan.  

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 meliputi :  

 

a. BAB I    :  PENDAHULUAN  

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, 

Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan 

Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.  

b. BAB II  :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, 

Evaluasi Pelaksanaan   Program dan 

Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, 
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permasalahan Pembangunan daerah dan 

isu strategisPembangunan;  

c. BAB III  :  KERANGKA EK0NOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH.  

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan 

perkiraan tahun berjalan, Arah Kebijakan 

Ekonomi Daerah, serta Arah Kebijakan 

Keuangan Daerah;  

d. BAB IV  : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

Memuat Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan Prioritas dan sasaran 

Pembangunan Tahun 2025; 

e. BAB V  :  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

KABUPATEN/KOTA.  

Memuat Arahan kebijakan pembangunan 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh 

Provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD 

Kabupaten/Kota; 

f. BAB VI :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH. 

Memuat rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah yang disusun berdasarkan 

evaluasi pembangunan tahunan, 

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan 

capaian kinerja yang telah direncanakan 

dalam RPD Provsu Tahun 2024-2026. 

Rencana program dan kegiatan prioritas 

mewakili aspirasi dan kepentingan 

masyarakat serta dukungan program 

prioritas terhadap Indikator kinerja 

Pembangunan; 

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH.  

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) 

maupun Indikator Kinerja Utama 
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Perangkat Daerah, lan indikator Kinerja

Fenyeienggaraan Femerintahan Daerair

(IKD} yang akan dicr pai di tahun 2025;

li. BAB VIII : PENUTUP.

Memuat harapan berkenaan dengan

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi SrLmatera Utara Tahun

2025.

{2} Rencana Kerja Pemerintah Daerafu s,:bagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Laml iran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturirn Gutrernurini.

BAB IV

KETENTUAN PENU"UP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padr tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerir tahkan pengundangan

Peraturan Gutrernur ini dengan perrerrrpttannya dalam tserita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 iurri 2A24

PJ.GUBERNU} : SUMATERA UTARA,

td.

A. FATONI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 Juni 2024
orTu nn4 A n!4 !\ a rn a t t hnnT rr\Tn T ay Ti fDT,I\t(tr, Iflr(ID LJTT.E,IIf1N TKIJVIi\DI DULVI.FI'IT/i{fI, LJ IAI(A,

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A24 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda [V/c]
Ir[Ip, 197i0413 1996*3 1 S02

L L(l.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal 
dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan 
prinsip‐prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah 

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan 
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan 
kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah 

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 
daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan 
secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 
berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah 

dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat 
dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya 

(resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang 
disingkat SMART.  

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan penjabaran tahun kedua dari 
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-
2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 16 Tahun 2023 dan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan 
periode lima tahun dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. 

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 juga disusun dengan 
memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara dan 
mensinergikan program strategis Sumatera Utara dengan kabupaten/kota 

serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud 
pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis 

spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari 
perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif 
antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah 

menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber 
daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara. 
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Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan 
melalui pendekatan : 

a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas 
dan kebijakan Pusat di daerah. 

b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui  
Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari 

Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan 
disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera 
Utara 

c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan 
pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari 

akademisi dan praktisi pembangunan. 
d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok 

pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera 
Utara. 

e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak 

masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan 
termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk 

menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki 
akses dalam pengambilan kebijakan. 

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berorientasi Tematik, Holistik, 

Integratif dan Spasial (THIS, selain itu penyusunan RKPD Tahun 2025 
dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, 

berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, 
berbasis risiko (riskbased planning), dan berbasis pada riset (research- 
based planning), dengan pendekatan money follow programme dan 

programme follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang 
berkelanjutan.  

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 
memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu 
strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi 

kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan 
global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda 

pembangunan nasional lainnya.  

Proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 
dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan 

disusun dengan tahapan:  
a. Persiapan Penyusunan RKPD 

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD  
c. Penyusunan Rancangan RKPD 
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD 
f. Penetapan RKPD 
   

1.2. Dasar Hukum  

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan 

pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2025 juga merujuk pada serangkaian peraturan 
perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesuia Tahun 20214 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6633); 
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah,Tata  Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 1312); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180); 
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…. Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan & Keuangan Daerah. 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-

2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33); 

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-
2026 (Berita DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16). 
 

1.3 Hubungan Antar Dokumen  
 

RKPD  Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan sebuah 
dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang mana  
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mempunyai 

hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan 
lainnya.  

Rencana Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang disinergikan dengan RPJMN 
menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diselaraskan dengan 

landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan 
pembangunan pusat dan daerah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)                                  
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan                         
Daerah, sebagaimana digambarkan pada  skema hubungan antar dokumen 

berikut: 
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Gambar 1.2 

Skema Hubungan Antar Dokumen 

 
Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 
 

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mempunyai 
hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan 
lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: 

- Hubungan dengan RKP tahun 2025 
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan 

memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2025 yang 
meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas 
pembangunan dan target indikator kinerja urusan.  

 

- Hubungan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026  
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman 
pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang meliputi 

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target 
indikator kinerja tahun 2025; 

 

- Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025  

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menjadi pedoman bagi 
Perangkat Daerah yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis 
perangkat daerah yang digunakan dalam penyempurnaan rancangan akhir 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Keselarasan dan konsistensi antara 

kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, 
program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu 
indikatif tahun 2025.  
 

- Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2025  
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menjadi pedoman dalam 

penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara 
(PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara (R-APBD) Tahun 2025. 
Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, 
sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA 

PPAS dan R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan program, 
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kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat 
dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. 

- Hubungan dengan RTRW 
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai 
rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan 

strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. 

 
- Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)  

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, 

yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD. 
 

- Hubungan dengan SPM  

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana 

SPM. 
 
Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi 

Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam 
penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  
 

 Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 
adalah sebagai peedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 
2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2024-2026. 
 Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 adalah sebagai: 
1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan 

pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 
Tahun 2025; 

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025; 
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan 

nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota. 

  
1.5. Sistematika Dokumen RKPD  

 
 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

dengan sistematika sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN  

 Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan 
antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen 

RKPD.  
 
BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

 Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program 
dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan 

pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan. 
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BAB III  KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
 Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun 

berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan 
keuangan daerah. 

 
BAB IV  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas 

dan sasaran pembangunan tahun 2025. 
 
BAB V  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 

            Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan 
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar 

penyusunan RKPD kabupaten/kota 
 
BAB VI  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

  Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah 

direncanakan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-
2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi 

dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas 
terhadap Indikator kinerja pembangunan. 

 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
 Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di 

tahun 2025. 
 
BAB VIII  PENUTUP       

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi 

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, 
merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera terletak 
pada garis lintang dan garis bujur yaitu 0º 50' Lintang selatan - 4º 40' 

lintang utara dan 96º 40' - 100º 50' bujur timur, memiliki selisih 
perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan 

perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur. Provinsi 
Sumatera Utara terletak pada 0° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur 
Timur yang berdasarkan karakteristik wilayah terdiri dari daerah pantai, 

dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang 
membujur dari Utara ke Selatan. Provinsi Sumatera Utara berbatasan 
dengan wilayah lain yaitu: 

• Sebelah Utara  : Provinsi Aceh 

• Sebelah Timur  : Selat Malaka 

• Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat 

• Sebelah Barat  : Samudera Hindia 

Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional Selat 

Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan 
posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi keuntungan 

geografis menjadi penghubung jalur perdagangan internasional, yang 
dampaknya akan menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di 
pulau Sumatera. 

Berdasarkan Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Revisi 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 
2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih sebesar  

11.131.141,3 Ha(111.311,41 km²) yang terdiri dari luas daratan 
7.246.258,89 Ha (65,10%) dan luas lautan sebesar 3.884.882,38 Ha 

(34,90%). 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2023, secara administratif Provinsi 
Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 

kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. 
Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten 
Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu:  6.449,94 Ha 
(6.449,94  km²) atau 8,90% dari total wilayah daratan Sumatera Utara 

diikuti Kabupaten dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu:  
614.003,51 Ha (6.140,04  km²)  atau 8,47% dari total wilayah daratan 
Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan  terkecil adalah  Kota Sibolga 

dengan luas 1.232,09 Ha (12,32  km²) atau sekitar 0,02% dari total luas 
daratan Provinsi Sumatera Utara. 

Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 zona wilayah 
berdasarkan karakteristik geografis kewilayahan, yakni: 

1. Wilayah Pantai Timur 

2. Wilayah Pantai Barat 

3. Wilayah Dataran Tinggi 



 

RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025                                                                                                 II-2 
 

4. Wilayah Kepulauan Nias 

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya 

bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema 
pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan. 

Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel. 2.1  

Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 
 

Kabupaten/Kota Ibukota Kec. Desa Kel. 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01. Nias Gido 10 170 0 902 

02. Mandailing Natal Panyabungan 23 377 27 6.547 

03. Tapanuli Selatan Sipirok 15 211 37 4.201 

04. Tapanuli Tengah Pandan 20 159 56 2.308 

05. Tapanuli Utara Tarutung 15 241 11 3.896 

06. Toba Balige 16 231 13 2.292 

07. Labuhanbatu Rantau Prapat 9 75 23 2.772 

08. Asahan Kisaran 25 177 27 3.738 

09. Simalungun Pamatang Raya 32 386 27 4.601 

10. D a i r i Sidikalang 15 161 8 2.084 

11. K a r o Kabanjahe 17 259 10 2.207 

12. Deli Serdang Lubuk Pakam 22 380 14 2.581 

13. Langkat Stabat 23 240 37 6.140 

14. Nias Selatan Teluk Dalam 35 459 2 2.532 

15. Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 10 153 1 2.352 

16. Pakpak Bharat Salak 8 52 0 1.366 

17. Samosir Pangururan 9 128 6 1.850 

18. Serdang Bedagai Sei Rampah 17 237 6 1.949 

19. Batu Bara Limapuluh 12 141 10 888 

20. Padang Lawas Utara Gunung Tua 12 386 2 3.946 

21. Padang Lawas Sibuhuan 12 303 1 3.914 

22. Labuhanbatu Selatan Kota Pinang 5 52 2 3.080 

23. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan 8 82 8 3.686 

24. Nias Utara Lotu 11 112 1 1.238 

25. Nias Barat Lahomi 8 105 0 464 

26. Sibolga Sibolga 4 0 17 11 
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Kabupaten/Kota Ibukota Kec. Desa Kel. 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

27. Tanjung Balai Tanjung Balai 6 0 31 60 

28. Pematangsiantar Pematangsiantar 8 0 53 76 

29. Tebing Tinggi Tebing Tinggi 5 0 35 39 

30. Medan Medan 21 0 151 279 

31. Binjai Binjai 5 0 37 94 

32. Padangsidimpuan Padangsidimpuan 6 42 37 159 

33. Gunungsitoli Gunungsitoli 6 98 3 209 

SUMATERA UTARA 455 5417 693 72.461 

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037 

Gambar 2.1  

Peta Wilayah Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037 

Gambar 2.1  

Peta Wilayah Administrasi 
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2. Letak dan Kondisi Geografis 

Berdasarkan karakteristik geografis wilayah Sumatera Utara dibagi 

dalam 4 (empat) kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, 
Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian 
tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan 

dataran bergelombang. Terdapat Danau Toba yang luasnya mencapai 
112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumut. 

Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Mandailing Natal, 
Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten 
Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang 

Sidempuan dan Kota Sibolga. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten 
Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten 
Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten 

Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan 
Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu 

Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten 
Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten 
Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, 

dan Kota Binjai serta Kawasan Kepulauan Nias meliputi Kabupaten Nias, 
Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias dan Kota 
Gunungsitoli. 

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan 
yaitu pesisir, kepulauan, daratan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara 

meliputi 68 (enam puluh delapan) kecamatan yang berbatasan langsung 
dengan laut, yaitu 23 (dua puluh tiga) kecamatan di wilayah Pantai Barat 
dan 31 (tiga puluh satu) kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 (empat 

belas) kecamatan di wilayah Kepulauan Nias. Kondisi kepulauan meliputi 
229 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar 

yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga 
di wilayah Pantai Barat. Kondisi daratan terdiri dari pegunungan, 
perbukitan dan dataran rendah, Wilayah pegunungan dan perbukitan 

dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, 
membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), 
sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan 

wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir 
barat. Kemiringan tanah antara 0–12 persen seluas 47.810 Km2, antara 

12–40 persen seluas 6.305 Km2 dan di atas 40 persen seluas 17.719 Km2. 

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari  0–2.807 
mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha 

atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan 
ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas 

daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian di atas 600 
mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan 
Sumatera Utara. 

3. Geologi 
 

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan 
yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses 

tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di 
sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat.  Formasi batuan 
di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas: 

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan 
tinggi; 
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- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup 
tinggi; 

- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak 
berlapis; 

- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau 

sedang; dan 
- Batuan sedimen dengan porositas kecil. 
 

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah 
Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, 
pertambangan mineral, dan pariwisata. 

 
4. Hidrologi 
 

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 360 DAS meliputi dari 67 DAS 

yang masuk dalam pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular, dan 293 DAS 
yang masuk BPDAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera 
Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan 

berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang 
dipulihkan daya dukungnya) sebesar 11,67 persen dan DAS Prioritas II 

(DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 88,33 persen. DAS 
yang perlu penanganan adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Di 
Provinsi Sumatera Utara, ada 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah 

ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk penanganannya, yakni: 
1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba 
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru 

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Nias 
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis 

5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu 
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, dan 
7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang 
 

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara 

terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni: 

Tabel. 2.2  

Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara 
 

No Wilayah Sungai 
Jumlah 

DAS 

Debit 
Andalan 
M3/DTK 

Keterangan 

1 Alas – Singkil 8 21.36 Lintas Provinsi 

2 
Batang Natal – Batang 
Batahan 

40 18.55 Lintas Provinsi 

3 Rokan 15  Lintas Provinsi 

4 Belawan – Ular – Padang 11 29.23 Strategis Nasional 

5 Toba – Asahan 1 1.48 Strategis Nasional 

6 
Batang Angkola – Batang 

Gadis 
5 5.93 Lintas Kab/Kota 

7 Wampu – Besitang 13 1.32 Lintas Kab/Kota 

8 Bah Bolon 5 8.76 Lintas Kab/Kota 

9 Barumun – Kualuh 3 83.70 Lintas Kab/Kota 

10 Nias 43 0.54 Lintas Kab/Kota 
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No Wilayah Sungai 
Jumlah 

DAS 

Debit 
Andalan 

M3/DTK 

Keterangan 

11 Sibundong – Batang Toru 16 19.66 Lintas Kab/Kota 

12 Lain-lain 200  

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS) 

 

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit 

air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai 
Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai 
Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang 

dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air 
minum selain itu juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), 

sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan 
hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai. 

Di samping sungai Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau 

dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem 
pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. 
Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) di 

Provinsi Sumatera Utara yang tersebar yakni: 

Tabel. 2.3  

Imbuhan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara 
 

No Nama CAT 
Luas CAT 

(Km2) 
Lokasi 

1 Medan 19.786 
Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, 

Kab. Karo, Kab Simalungun, 

2 Sibulus Salam 3.632 Kab. Tapanuli Tengah 

3 Sidikalang 2.438 
Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. 
Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak 

Bharat 

4 Samosir 648 Kab. Samosir 

5 Porsea-Prapat 483 Kab. Toba Samosir 

6 Tarutung 875 Kab. Tapanuli Utara 

7 Kuala Batangtoru 795 
Kab. Tapanuli Selatan dan Kab 

Tapanuli Utara 

8 Teluk Durian/ 
Pekanbaru 

21.799 

Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. 

Padang Lawas, dan Kab. Padang 
Lawas Utara 

9 Padangsidimpuan 240 Kab. Tapanuli Selatan 

 Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037 

 

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sumber daya air permukaan 

berupa rawa, data rawa sebagai air permukaan dan sebagai tutupan lahan 
diberikan oleh tabel sebagai berikut: 
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Tabel. 2.4  
Sumber Daya Air Permukaan 

 
 

NO TUTUPAN LAHAN (RAWA) LUAS (Ha) 

1. Belukar Rawa 31.617 

2. Hutan Rawa Sekunder 18.928 

3. Rawa 4.548 

TOTAL 55.093 

     Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2023 

Dari luasan tutupan lahan berupa rawa tersebut, mampu mengairi 

Daerah Irigasi seluas 78.871 Ha dengan jumlah 51 Daerah Irigasi (DI) yang 
terdiri dari: 6 DI kewenangan Pemerintah, 14 DI kewenangan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara dan 31 DI kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. (Sumber: SK Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 
tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). 

 

5. Klimatologi 

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang 
dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson.  Dikutip dari Sumatera 
Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di 

Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai 

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I 
Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celcius 
sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celcius atau rata-rata 

sebesar 27,4-26,7, kelembaban/ humidity  minimum sebesar 43-53  
persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 

persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, 
sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, 

jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 
hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen. 

 

6. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh 

kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan 
hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan 

untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu 
meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara.  
Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 

69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian 
mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat 
didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk 

kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan 
tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. 

Sementara itu luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera 
Utara (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan 

Hutan Provinsi Sumatera Utara) adalah seluas 3.055.795 Ha atau 
±42,87% dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas 
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±427.008 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.206.881 Ha; Hutan Produksi 
Terbatas seluas ±641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±704.452 Ha 

dan Hutan Produksi Konversi seluas ±75.684 Ha. 

 

2.1.1.2  Potensi Pengembangan Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai potensi yang dapat 
dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Potensi Pengembangan wilayah Sumatera Utara di berbagai 
sektor yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan potensi tersebut, 
diperlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antara pemerintah, 
swasta, dan masyarakat, serta kebijakan yang mendukung investasi dan 

pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah di Provinsi 
Sumatera Utara tahun 2025 dapat mencakup berbagai sektor, termasuk 

infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dan sosial. Berikut adalah beberapa 
potensi pengembangan untuk menjadi fokus antara lain: 

1. Infrastruktur 

• Transportasi: Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara, 
pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta api untuk mendukung mobilitas 
barang dan penumpang. Contoh spesifiknya adalah pengembangan 

Bandara sebagai hub internasional dan pengembangan Pelabuhan. 

• Konektivitas Digital: Peningkatan infrastruktur telekomunikasi 

untuk mendukung konektivitas digital, terutama di daerah 
pedesaan. 

2. Ekonomi 

• Industri: Pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK), yang dapat menarik investasi dan 
menciptakan lapangan kerja baru. 

• Pertanian dan Perkebunan: Modernisasi sektor pertanian dan 
perkebunan, termasuk pengembangan tanaman unggulan seperti 

kelapa sawit, karet, dan kopi. 

• Perikanan dan Kelautan: Optimalisasi potensi perikanan laut dan 
budidaya ikan air tawar. 

Luas areal perkebunan adalah 1.880.086,412 ha atau 10,3 persen 
dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 26,37 persen dari luas 

total daratan Provinsi Sumatera Utara, dengan produksi sebesar 
±20.318.622,73 ton untuk 23 komoditas seperti sawit, karet, kopi, kakao, 
tembakau dan kelapa. Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan 

kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di 
Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo. Untuk sektor 
peternakan, wilayah pantai timur potensial untuk dikembangkan 

khususnya ternak sapi potong dan sapi perah. Selain itu Pengembangan 
kerbau dan kuda potensial dilakukan di wilayah Dataran Tinggi. 

Sementara ternak kecil seperti kambing dan domba potensial diarahkan 
pemeliharaannya di wilayah pantai timur. Selain itu terdapat juga 
pengembangan ternak unggas, ayam pedaging, ayam petelur dan ternak 

itik. 

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya 

Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik 
di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti 
sungai, danau, tambak. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai 



 

RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025                                                                                                 II-9 
 

Timur) sebesar 276.030 ton per tahun dengan potensi jenis ikan unggulan 
seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, 

baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari dengan tingkat 
pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera 
Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dengan potensi 

jenis ikan unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, 
kembung, tenggiri, teri dan ikan hias dengan tingkat pemanfaatan baru 

sekitar 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan 
mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. 

3. Pariwisata 

• Destinasi Wisata: Promosi dan pengembangan destinasi wisata 
unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, dan Pulau Samosir. 
Penambahan fasilitas wisata dan infrastruktur pendukung untuk 

meningkatkan kenyamanan wisatawan. 

• Ekowisata dan Pariwisata Budaya: Pemanfaatan potensi ekowisata 

dan pariwisata budaya untuk menarik wisatawan domestik dan 
internasional. 

Sumatera Utara telah Menyusun Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi 
Pariwisata Daerah (DPD). Berbagai tempat pariwisata di Sumatera Utara 
yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara seperti kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara 
antara lain:  

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan 

Tangkahan terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei 
Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung 

Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam 
yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga 

terdapat tempat Rehabilitasi Satwa Langka Orangutan Sumatera 
serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, 
sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil. 

b. Kawasan Ekowisata Karo. 

Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak 
tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro 

Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air 
Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
Kepariwisataan yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan 
kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam 
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. 

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan 
dengan menerapkan pendekatan perwilayahan. Perwilayahan 
pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi: 

a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) 

b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) 
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4. Sosial 

• Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan melalui 

pembangunan sekolah, universitas, dan pusat pelatihan. Fokus 
pada pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

• Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan dan aksesibilitas 

layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. 

5. Lingkungan 

• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan 
menjaga keanekaragaman hayati. 

• Pengendalian Bencana: Penguatan sistem mitigasi bencana alam 
seperti banjir dan tanah longsor, serta peningkatan kesadaran dan 
kesiapan masyarakat. 

6. Energi 

• Energi Terbarukan: Pengembangan potensi energi terbarukan 

seperti energi panas bumi, tenaga air, dan biomassa untuk 
mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan 
pada bahan bakar fosil. 

Untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut, perlu adanya rencana 
strategis yang melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. 
Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain: 

• Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi dan 
pengembangan wilayah. 

• Penyediaan insentif bagi investor lokal dan asing. 

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan 
pendidikan. 

• Penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta 
antar daerah di Sumatera Utara. 

Dengan fokus pada potensi-potensi tersebut dan implementasi rencana 
strategis yang tepat, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk 
berkembang secara signifikan pada tahun 2025 dan seterusnya. 

 

2.1.1.3  Wilayah Rawan Bencana 

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di 

Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti 
bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena 

Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang 
menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan 
Angkola dan patahan Barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara 

terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung 
Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat 

mengungsi hingga saat ini. 

Perhitungan Indeks Risiko Bencana dipengaruhi oleh komponen 
penyusunnya yaitu: bahaya, kerentanan dan kapasitas. Pengaruh 

masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana 
adalah 40% dari komponen bahaya, 30% dari komponen kerentanan, dan 
30% dari komponen kapasitas. 

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kejadian bencana di 
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Sumatera Utara yang dapat dilihat dari Indeks Risiko per Ancaman 
diantaranya: 

1. Banjir 

Banjir masih menjadi ancaman di Provinsi Sumatera Utara, di mana 
terdapat 22 (dua puluh dua) daerah dengan resiko tinggi, 3 (tiga) 

daerah dengan resiko sedang, dan 1 (satu) daerah dengan resiko 
rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah: 

Tabel. 2.5  
Indeks Risiko Bencana Banjir 

 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Mandailing Natal 36.00 Tinggi 

2 Nias Utara 36.00 Tinggi 

3 Nias 36.00 Tinggi 

4 Nias Barat 36.00 Tinggi 

5 Labuhanbatu Utara 36.00 Tinggi 

6 Labuhanbatu 36.00 Tinggi 

7 Labuhanbatu Selatan 36.00 Tinggi 

8 Batubara 36.00 Tinggi 

9 Langkat 36.00 Tinggi 

10 Padang Lawas 35.03 Tinggi 

11 Nias Selatan 34.96 Tinggi 

12 Tapanuli Tengah 33.90 Tinggi 

13 Tanjung Balai 30.37 Tinggi 

14 Gunungsitoli 29.48 Tinggi 

15 Serdang Bedagai 28.02 Tinggi 

16 Karo 25.58 Tinggi 

17 Deli Serdang 24.75 Tinggi 

18 Tapanuli Selatan 23.78 Tinggi 

19 Padang Lawas Utara 23.75 Tinggi 

20 Asahan 21.39 Tinggi 

21 Medan 16.76 Tinggi 

22 Tebing Tinggi 14.37 Tinggi 

23 Binjai 12.00 Sedang 

24 Padangsidimpuan 10.00 Sedang 

25 Dairi 6.92 Sedang 

26 Pakpak Bharat 3.66 Rendah 
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

Dapat dilihat pada tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal 
merupakan kabupaten dengan nilai indeks risiko bencana banjir 

tertinggi di Sumatera Utara dengan nilai skor 36.00 sedangkan yang 
terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai skor 3.66. 

2. Gempa Bumi 

Ancaman bencana Gempa Bumi terjadi di semua 33 Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera Utara dengan Kelas Risiko Tinggi terdapat pada 32 

(tiga puluh dua) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Kota Tanjung Balai 
dengan kelas Risiko Rendah, sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.6  
Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi 

 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Mandailing Natal 32.40 Tinggi 

2 Nias Utara 32.40 Tinggi 
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No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

3 Nias 32.40 Tinggi 

4 Nias Barat 32.40 Tinggi 

5 Padangsidimpuan 32.40 Tinggi 

6 Tapanuli Utara 32.40 Tinggi 

7 Toba 32.40 Tinggi 

8 Padang Lawas Utara 32.40 Tinggi 

9 Humbang Hasundutan 32.40 Tinggi 

10 Gunungsitoli 32.40 Tinggi 

11 Padang Lawas 31.53 Tinggi 

12 Nias Selatan 31.47 Tinggi 

13 Dairi 23.37 Tinggi 

14 Karo 23.02 Tinggi 

15 Sibolga 21.60 Tinggi 

16 Labuhanbatu Utara 21.60 Tinggi 

17 Labuhanbatu 21.60 Tinggi 

18 Batubara 21.60 Tinggi 

19 Langkat 21.60 Tinggi 

20 Labuhanbatu Selatan 21.60 Tinggi 

21 Toba 21.60 Tinggi 

22 Binjai 21.60 Tinggi 

23 Pematangsiantar 21.60 Tinggi 

24 Simalungun 21.60 Tinggi 

25 Tapanuli Selatan 21.40 Tinggi 

26 Tapanuli Tengah 20.34 Tinggi 

27 Serdang Bedagai 16.83 Tinggi 

28 Pakpak Bharat 16.49 Tinggi 

29 Deli Serdang 14.85 Tinggi 

30 Tebing Tinggi 14.37 Tinggi 

31 Asahan 12.84 Tinggi 

32 Medan 10.83 Sedang 

33 Tanjung Balai 10.80 Sedang 
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

 

Dapat dilihat pada tabel  di atas Kabupaten Mandailing Natal 

merupakan kabupaten dengan  nilai indeks risiko bencana Gempa 
Bumi tertinggi di Sumatera Utara dengan nilai skor 32.40 sedangkan 

Kategori Sedang pada Kota Tanjung Balai dengan nilai skor 9.76. 

3. Tsunami 

Berdasarkan ancaman Bencana Tsunami di Sumatera Utara, 

diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan kelas 
Risiko Tinggi dan 1 (satu) kabupaten/kota dengan kelas risiko rendah. 

Tabel. 2.7  

Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 
 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Mandailing Natal 24.00 Tinggi 

2 Nias Utara 24.00 Tinggi 

3 Nias 24.00 Tinggi 

4 Nias Barat 24.00 Tinggi 

5 Sibolga 24.00 Tinggi 

6 Nias Selatan 23.31 Tinggi 

7 Tapanuli Tengah 22.60 Tinggi 

8 Gunungsitoli 21.06 Tinggi 
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No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

9 Tapanuli Selatan 7.40 Sedang 
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

Dapat dilihat pada tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal memiliki 
potensi ancaman Risiko Tinggi terhadap Tsunami dengan skor 24.00 

sedangkan Tapanuli Selatan dengan Kelas Risiko Sedang dengan skor 
7.40. 

4. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara 
hampir terjadi di semua Kabupaten/Kota dengan kelas resiko tinggi, 
sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

Tabel. 2.8  
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Sibolga 36.00 Tinggi 

2 Labuhanbatu 36.00 Tinggi 

3 Padang Sidempuan 36.00 Tinggi 

4 Humbang Hasundutan 35.56 Tinggi 

5 Binjai 33.60 Tinggi 

6 Pematang Siantar 33.60 Tinggi 

7 Tanjung Balai 30.37 Tinggi 

8 Gunungsitoli 29.48 Tinggi 

9 Karo 25.58 Tinggi 

10 Deli Serdang 24.75 Tinggi 

11 Mandailing Natal 24.00 Tinggi 

12 Nias Utara 24.00 Tinggi 

13 Nias 24.00 Tinggi 

14 Nias Barat 24.00 Tinggi 

15 Labuhanbatu Utara 24.00 Tinggi 

16 Batu Bara 24.00 Tinggi 

17 Langkat 24.00 Tinggi 

18 Labuhanbatu Selatan 24.00 Tinggi 

19 Tapanuli Utara 24.00 Tinggi 

20 Toba Samosir 24.00 Tinggi 

21 Simalungun 24.00 Tinggi 

22 Padang Lawas 23.35 Tinggi 

22 Nias Selatan 23.31 Tinggi 

24 Tapanuli Tengah 22.60 Tinggi 

25 Toba Samosir 21.60 Tinggi 

26 Asahan 21.39 Tinggi 

27 Padang Lawas Utara 21.38 Tinggi 

28 Pakpak Bharat 18.32 Tinggi 

29 Dairi 17.31 Tinggi 

30 Serdang Bedagai 16.83 Tinggi 

31 Medan 16.76 Tinggi 

32 Tapanuli Selatan 15.85 Tinggi 

33 Tebing Tinggi 14.90 Tinggi 
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

5. Tanah Longsor 

Ancaman kejadian tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara dengan 
kelas resiko tinggi ada di 21 Kabupaten/Kota, 11 dengan Kelas Risiko 

Sedang dan 1 (satu) Kelas Risiko Rendah, sebagaimana terlihat pada 
tabel di bawah ini: 
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Tabel. 2.9  
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor 

 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Nias 36.00 Tinggi 

2 Nias Barat 36.00 Tinggi 

3 Nias Selatan 34.96 Tinggi 

4 Gunungsitoli 29.48 Tinggi 

5 Mandailing Natal 24.00 Tinggi 

6 Nias Utara 24.00 Tinggi 

7 Sibolga 24.00 Tinggi 

8 Labuhanbatu Utara 24.00 Tinggi 

9 Langkat 24.00 Tinggi 

10 Tapanuli Utara 24.00 Tinggi 

11 Toba Samosir 24.00 Tinggi 

12 Simalungun 24.00 Tinggi 

13 Humbang Hasundutan 23.71 Tinggi 

14 Padang Lawas 23.35 Tinggi 

15 Tapanuli Tengah 22.60 Tinggi 

16 Toba Samosir 22.40 Tinggi 

17 Padang Lawas Utara 22.17 Tinggi 

18 Pakpak Bharat 18.32 Tinggi 

19 Dairi 17.31 Tinggi 

20 Karo 17.05 Tinggi 

21 Tapanuli Selatan 15.85 Tinggi 

22 Asahan 14.26 Sedang 

22 Labuhanbatu 12.00 Sedang 

24 Batu Bara 12.00 Sedang 

25 Labuhanbatu Selatan 12.00 Sedang 

26 Kota Padang Sidempuan 12.00 Sedang 

27 Kota Binjai 11.20 Sedang 

28 Kota Pematang Siantar 11.20 Sedang 

29 Kota Tanjung Balai 10.12 Sedang 

30 Serdang Bedagai 8.73 Sedang 

31 Deli Serdang 8.25 Sedang 

32 Kota Tebing Tinggi 7.45 Sedang 

33 Kota Medan 5.59 Rendah 
        Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023     

Dari tabel di atas dapat dilihat  bahwa Kabupaten Nias  memiliki 

potensi ancaman Risiko Tinggi terhadap Bencana Tanah Longsor 
dengan skor 36.00 sedangkan Risiko Rendah pada Kota Medan dengan 

skor 5.59. 

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, 
Provinsi Sumatera Utara masuk ke kategori sedang dan mengalami 

penurunan dengan skor 140,73, di mana sebelumnya pada Tahun 
2022 berada pada skor 142,51. Walau dalam kategori sedang, bencana 
hidrometeorologi di Sumut cukup tinggi, yaitu bencana terkait 

atmosfer, air, laut yang mengakibatkan intensitas hujan tinggi, angin 
kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta 

kebakaran hutan dan lahan. Menurut Data dan Indeks Risiko Bencana 
Indonesia Tahun 2023 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 
bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah 

bencana banjir, Tanah Longsor dan kebakaran hutan dan lahan. 
Sumatera Utara tercatat mengalami 84 kali laporan puting beliung dan 
1 guncangan gempa bumi. Sebanyak 6.429 unit rumah rusak, 29 

rumah peribadatan, 15 fasilitas pendidikan, 14 fasilitas umum dan 2 
fasilitas kesehatan. Berikut nilai Indeks Risiko Bencana 
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Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2023: 

Tabel. 2.10  
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

se-Sumatera Utara Tahun 2015-2023 
 

 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

 

Grafik 2.1  
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara 

 

2.1.1.4 Kondisi Umum Demografi 
1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 
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Berdasarkan data terbaru yang tersedia hingga 2023, jumlah 
penduduk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan sekitar 15 juta jiwa. 

Kota Medan sebagai ibu kota provinsi merupakan kota dengan jumlah 
penduduk terbesar, diikuti oleh beberapa kabupaten dan kota lainnya 
seperti Deli Serdang, Langkat, dan Pematang Siantar. 

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara bervariasi dari satu 
daerah ke daerah lain. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di 

provinsi ini berada pada kisaran 1-2% per tahun. Berikut beberapa faktor 
yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara: 

1. Kelahiran: Angka kelahiran yang cukup tinggi di beberapa daerah 

pedesaan. 

2. Migrasi: Kota Medan dan daerah sekitarnya mengalami migrasi 
masuk yang tinggi, terutama karena urbanisasi dan peluang kerja 

yang lebih banyak. 

3. Angka Kematian: Angka kematian yang menurun seiring dengan 

peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. 

Distribusi penduduk di Sumatera Utara tidak merata. Beberapa 
daerah dengan konsentrasi penduduk tinggi meliputi: 

• Kota Medan: Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Medan 
menarik banyak penduduk dari berbagai daerah. 

• Kabupaten Deli Serdang: Wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Kota Medan dan memiliki perkembangan infrastruktur yang 
pesat. 

• Kota Pematang Siantar: Salah satu kota besar di Sumatera Utara 
dengan aktivitas ekonomi yang signifikan. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk 

Sumatera Utara pada Tahun 2020 sebanyak 14.80 juta jiwa Jumlah 
penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 

dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah 
penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu 
jiwa setiap tahunnya. 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju 
pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. 
Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen 

poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 
tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22 persen. Perkembangan Jumlah dan 

Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah 
sebagai berikut: 
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Sumber: Sensus Penduduk 2020 

Grafik 2.2       
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara 

 

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara 

menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.11  

Jumlah Penduduk Sumatera Utara 
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023 (jiwa) 

 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan 
Kabupaten/Kota (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Sumatera Utara 7.665.326 7.721.314 15.386.640 

Nias 78.595 75.063 153.658 

Mandailing Natal 249.164 247.811 496.975 

Tapanuli Selatan 155.200 157.340 312.540 

Tapanuli Tengah 191.809 195.086 386.895 

Tapanuli Utara 161.320 161.782 323.102 

Toba 106.943 106.907 213.850 

Labuhan Batu 253.109 260.717 513.826 

Asahan 396.946 405.617 802.563 

Simalungun 514.658 521.262 1.035.920 

Dairi 161.819 162.928 324.747 

Karo 212.199 208.600 420.799 

Deli Serdang 1.003.535 1.014.629 2.018.164 

Langkat 527.889 538.822 1.066.711 

Nias Selatan 190.195 192.344 382.539 

Humbang 
Hasundutan 

102.127 102.573 204.700 

Pakpak Bharat 27.282 27.890 55.172 

Samosir 70.685 70.648 141.333 

Serdang Bedagai 339.056 343.862 682.918 

Batu Bara 213.984 216.549 430.533 

Padang Lawas Utara 135.073 140.375 275.448 

Padang Lawas 137.142 138.506 275.648 

Labuhanbatu 

Selatan 

162.142 168.655 330.797 

Labuhanbatu Utara 198.158 203.705 401.863 

Nias Utara 78.415 77.458 155.873 

Nias Barat 48.909 46.425 95.334 

Sibolga 45.426 45.839 91.265 

Tanjung Balai 90.455 92.715 183.170 

Pematangsiantar 138.920 135.918 274.838 

Tebing Tinggi 89.889 89.025 178.914 

Medan 1.242.493 1.231.673 2.474.166 

Binjai 151.645 151.627 303.272 

Padangsidimpuan 116.989 119.228 236.217 

Gunungsitoli 73.155 69.735 142.890 
Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 

 

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok 
Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 2.12  
Jumlah Penduduk Sumatera Utara 

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2023 
 

Golongan Umur 

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 
dan Jenis Kelamin (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 - 4 724.516 693.077 1.417.593 

5 - 9 698.187 668.413 1.366.600 

10 - 14 688.985 654.812 1.343.797 

15 - 19 677.795 636.902 1.314.697 

20 - 24 670.234 633.969 13.04.203 

25 - 29 659.704 629.672 1.289.376 

30 - 34 620.457 598.771 1.219.228 

35 - 39 574.125 560.441 1.134.566 

40 - 44 526.153 522.728 1.048.881 

45 - 49 472.762 479.873 952.635 

50 - 54 407.514 424.353 831.867 

55 - 59 337.906 363.354 701.260 

60 - 64 265.770 294.723 560.493 

65+ 397.206 504.238 901.444 

Jumlah 7.721.314 7.665.326 15.386.640 

       Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara,2023 

 

 

 

 

 

 

2. Kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk menurut 

jenis kelamin 
Tabel. 2.13  

Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk 
Menurut Kabupaten/Kota, 2023 

 

Kabupaten Kota 

Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis 
Kelamin Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota 

Kepadatan Penduduk 
Rasio Jenis 

Kelamin 

Sumatera Utara 212.34 100.73 

Nias 170.28 95.51 

Mandailing Natal 75.91 99.46 

Tapanuli Selatan 74.40 101.38 

Tapanuli Tengah 167.66 101.71 

Tapanuli Utara 82.94 100.29 

Toba 93.32 99.97 

Labuhan Batu 185.34 103.01 

Asahan 214.71 102.18 
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Kabupaten Kota 

Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis 
Kelamin Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota 

Kepadatan Penduduk 
Rasio Jenis 

Kelamin 

Simalungun 225.13 101.28 

Dairi 155.86 100.69 

Karo 190.68 98.30 

Deli Serdang 781.86 101.11 

Langkat 173.73 102.07 

Nias Selatan 151.10 101.13 

Humbang Hasundutan 87.05 100.44 

Pakpak Bharat 40.40 102.23 

Samosir 76.39 99.95 

Serdang Bedagai 350.36 101.42 

Batu Bara 484.76 101.20 

Padang Lawas Utara 69.81 103.93 

Padang Lawas 70.42 100.99 

Labuhanbatu Selatan 107.42 104.02 

Labuhanbatu Utara 109.02 102.80 

Nias Utara 125.90 98.78 

Nias Barat 205.36 94.92 

Sibolga 7956.15 100.91 

Tanjung Balai 3049.17 102.50 

Pematangsiantar 3620.15 97.84 

Tebing Tinggi 4567.63 99.04 

Medan 8858.77 99.13 

Binjai 3234.21 99.99 

Padangsidimpuan 1482.86 101.91 

Gunungsitoli 684.72 95.32 
Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 

  

3. Distribusi/Persebaran Penduduk 
 

Distribusi penduduk di Sumatera Utara tidak merata, dengan 
kepadatan penduduk yang lebih tinggi di beberapa daerah 

dibandingkan daerah lainnya. Sebaran Penduduk Sumatera Utara 
masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya 

hanya sebesar 0,36 persen wilayah Sumatera Utara, namun Kota 
Medan dihuni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk 
Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di 

Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk  sebanyak 1,93 juta 
orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, 
Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 

6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen.  

 

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat   

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari 
penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya 
menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek 

kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus 
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan 
fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni 

Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan 
masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: 
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2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi  

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 

dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan 
pemerataan ekonomi. 

 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Sumut tahun 2023 berdasarkan besaran PDRB 

ADHB mencapai Rp 1.050,99 triliun dan ADHK mencapai Rp 602,23 
triliun. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 
persen, lebih tinggi jika dibanding pencapaian tahun 2022 yang tumbuh 

sebesar 4,73 persen.  
 

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 

semua Kabupaten/Kota di tahun 2021, sebelumnya pada tahun 2020 
terjadi penurunan drastis akibat pandemi covid-19 sebagaimana terlihat 
pada tabel berikut: 

Tabel. 2.14  
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Tahun 2019-2023 Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 
 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

Mandailing Natal 5.30 -0.94 3.20 4.34 4,93 

Tapanuli Selatan 5.23 0.39 3.24 4.78 5,11 

Tapanuli Tengah 5.18 -0.76 2.56 4.18 4,23 

Tapanuli Utara 4.62 1.50 3.54 4.25 4,75 

Toba 4.88 -0.27 2.92 4.24 4,93 

Labuhan Batu 5.07 0.09 3.85 4.80 5,03 

Asahan 5.64 0.21 3.73 4.66 4,87 

Simalungun 5.20 1.01 3.70 4.68 5,07 

Dairi 4.82 -0.94 2.05 4.21 5,04 

Karo 4.60 -0.80 2.25 4.22 5,06 

Deli Serdang 5.18 -1.78 2.23 4.70 5,34 

Langkat 5.07 -0.86 3.08 4.69 4,93 

Nias Selatan 5.03 0.61 2.02 3.08 3,65 

Humbang 
Hasundutan 

4.94 -0.13 2.02 4.21 4,38 

Pakpak Bharat 5.87 -0.18 2.54 4.27 5,10 

Samosir 5.70 -0.59 2.65 4.48 5,03 

Serdang Bedagai 5.28 -0.44 2.87 4.46 5,03 

Batu Bara 4.35 -0.31 2.35 4.07 4,08 

Padang Lawas 
Utara 

5.61 1.14 3.26 4.12 4,92 

Padang Lawas 5.64 1.18 3.83 4.61 5,14 

Labuhanbatu 
Selatan 

5.35 0.80 3.82 4.74 4,94 

Labuhanbatu 
Utara 

5.15 0.27 3.83 4.62 4,76 

Nias Utara 4.65 1.58 2.02 3.03 3,79 

Nias Barat 4.82 1.66 2.26 3.01 3,72 

Sibolga 5.20 -1.36 2.10 4.15 4,20 

Tanjung Balai 5.79 -0.47 2.35 3.94 4,86 

Pematangsiantar 4.82 -1.89 1.25 3.47 4,22 

Tebing Tinggi 5.15 -0.70 2.51 4.01 3,98 

Medan 5.93 -1.98 2.62 4.71 5,04 

Binjai 5.51 -1.83 2.23 4.18 4,75 

Padangsidimpuan 5.51 -0.73 2.75 4.77 5,09 
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Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 

Gunungsitoli 6.05 0.38 2.25 3.11 3,69 

Sumatera Utara 5.22 -1.07 2.61 4.73 5,01 

Nias 5.04 1.80 2.21 3.06 3,82 
  Sumber: BPS Sumut 2023 

 

Pada Tahun 2023 Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi 
tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dengan Laju Pertumbuhan 
Ekonomi sebesar 5,34 persen, sedangkan untuk Kota dengan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 
5,09 persen. 

Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 

persen.  Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah 
Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen; diikuti Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; dan Jasa Lainnya 
sebesar 9,55 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 3,02 persen. Sedangkan 

Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 3,44 persen dan 5,81 

persen. 

 

Grafik 2.3  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) 

 

Dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

Komponen PK-LNPRT sebesar 9,27 persen; diikuti Komponen Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,59 persen; Komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,48 persen dan 
Komponen PK-P sebesar 3,98 persen. Sementara itu Komponen Ekspor 
Barang dan Jasa terkontraksi sebesar 0,40 persen. Komponen Impor 

Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB 
terkontraksi sebesar 1,70 persen. 

Dikutip Dari :  BRS BPS Sumut No No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024 
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Grafik 2.4  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) 

 

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara 

- Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut  Lapangan 

Usaha dan Pengeluaran  

Struktur Ekonomi lapangan usaha sebagian masyarakat Sumatera 

Utara masih didominasi olek sektor Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan. Pada Tahun 2023 kontribusi terbesar penyumbang PDRB 
adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 

23,59 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,08 persen dan sektor 
Industri Pengolahan sebesar 18,44 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa perekonomian Sumatera Utara masih bergantung kepada 
produk hulu yang kurang bernilai tambah.  

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut  No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024 
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Tabel. 2.15  
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (ADHK 2010) 

dan Kontribusi PDRB Lapangan Usaha (ADHB) 
Provinsi Sumatera Utara 2021-2023 

 

 

 

Sedangkan menurut Sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

memiliki andil paling besar yaitu sebesar 50,72 persen, diikuti oleh 
sektor Ekspor Barang Jasa sebesar 37,62 persen dan selanjutnya 
sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,52 persen.  

Tabel. 2.16  
Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (ADHK 2010) 

dan Kontribusi PDRB Pengeluaran (ADHB) 
Provinsi Sumatera Utara 2021-2023 

 

 

 

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024 

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut  No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024 
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- PDRB Per kapita  

PDRB Per kapita Provinsi Sumatera Utara terus mengalami 

peningkatan, pada tahun 2019 PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera 
Utara sebesar Rp. 37,05 juta (ADHK 2010) dan RP 54,9 juta (ADHB) 
pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 39,14 juta (ADHK 2010) 

dan Rp. 68,31 juta (ADHB), peningkatan ini sejalan dengan 
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera 

Utara, dengan semakin meningkatnya nilai PDRB Per kapita 
Provinsi Sumatera Utara mengindikasikan bahwa tingkat 
kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera Utara juga semakin 

meningkat. 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah), 2023 
 

Grafik 2.5  
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)  dan Atas 

Dasar Konstan 2010 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah), 2023  
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 Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Atas Dasar Konstan 2010 
Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara Tahun 2023 

Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, PDRB Per kapita tertinggi dicapai 
oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp. 70,10 juta diikuti Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan yaitu sebesar Rp. 65,19 Juta dan Kabupaten 

Batu Bara sebesar Rp. 61,60 juta. 

3. Laju Inflasi 

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh 
naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok 
makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,15 persen; kelompok 

pakaian dan alas kaki sebesar 2,30 persen; kelompok perumahan, air, 
listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,52 persen; kelompok 
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

sebesar 0,72 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,79 persen; 
kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok informasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok 
rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok 
pendidikan sebesar 1,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan 
pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,36 persen. 

Dari delapan Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara, inflasi YoY 

tertinggi terjadi di Padangsidimpuan sebesar 4,13 persen dengan IHK 
sebesar 107,78 poin dan terendah terjadi di Pematangsiantar sebesar 

2,89 persen dengan IHK sebesar 106,95 poin.  

 

Gambar 2.2  
Tingkat Inflasi 8 Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara Mei 2024 

Sumber : BPS, data diolah 
 

4. Indeks Gini 

Gini Ratio perkotaan pada Provinsi Sumatera Utara tercatat 0.340 

lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio nasional perkotaan (0.380) 
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pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan Sumut lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi lain, Gini Ratio pedesaan 
Sumut (0.242) lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional 
pedesaan (0.261) pada Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa 

tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan Sumut lebih 
rendah dibandingkan rata-rata nasional. 

 

 

 

Grafik 2.7  

Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan 
Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 

 

Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami 

fluktuatif, sebagaimana tabel di bawah ini:  

Tabel. 2.17  

Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 
 

Kabupaten Kota 
GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sumatera Utara 0.3165 0.3161 0.3145 0.3120 0,309 

Nias 0.2740 0.2512 0.2452 0.2750 0,279 

Mandailing Natal 0.2623 0.2478 0.2403 0.2440 0,249 

Tapanuli Selatan 0.2467 0.2022 0.2564 0.2090 0,219 

Tapanuli Tengah 0.3090 0.3350 0.2917 0.2330 0,241 

Tapanuli Utara 0.3065 0.2867 0.2766 0.2420 0,262 

Toba 0.2753 0.2903 0.2719 0.3050 0,295 

Labuhan Batu 0.2767 0.2715 0.2564 0.2780 0,244 

Asahan 0.2793 0.2605 0.2441 0.2550 0,260 

Simalungun 0.2738 0.2950 0.2641 0.2620 0,295 

Dairi 0.2873 0.2706 0.2268 0.2210 0,241 

Karo 0.2642 0.2706 0.2327 0.2360 0,240 

Deli Serdang 0.2732 0.3120 0.2628 0.2700 0,295 

Langkat 0.2660 0.2378 0.2381 0.2600 0,257 

Nias Selatan 0.3186 0.2865 0.2411 0.2230 0,261 

Humbang 

Hasundutan 
0.2893 0.2464 0.3043 0.2580 0,256 

Pakpak Bharat 0.2791 0.2475 0.2421 0.2740 0,251 

Samosir 0.3010 0.3175 0.2735 0.2980 0,251 

Serdang Bedagai 0.2571 0.2620 0.2287 0.2400 0,225 

Batu Bara 0.2773 0.2592 0.2396 0.2430 0,255 

Padang Lawas 

Utara 
0.2702 0.2283 0.2547 0.2450 0,241 

0,335 0,330 0,338 0,337 0,338 0,336 0,344 0,339 
0,343 0,358 
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Kabupaten Kota 
GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA 

2019 2020 2021 2022 2023 

Padang Lawas 0.2313 0.2653 0.2525 0.2270 0,225 

Labuhanbatu 
Selatan 

0.2497 0.1935 0.2317 0.2470 0,231 

Labuhanbatu 

Utara 
0.2668 0.2624 0.2431 0.2760 0,238 

Nias Utara 0.2844 0.2506 0.2359 0.2390 0,228 

Nias Barat 0.2578 0.2339 0.2238 0.2100 0,228 

Sibolga 0.2718 0.2912 0.2764 0.3460 0,246 

Tanjung Balai 0.2678 0.2716 0.2477 0.2450 0,238 

Pematangsiantar 0.3298 0.3362 0.3076 0.3210 0,329 

Tebing Tinggi 0.3237 0.3337 0.3440 0.3340 0,317 

Medan 0.3519 0.3199 0.4020 0.3990 0,373 

Binjai 0.3511 0.3244 0.2903 0.3020 0,318 

Padangsidimpuan 0.3098 0.3538 0.3101 0.2750 0,267 

Gunungsitoli 0.3183 0.3223 0.3166 0.3030 0,308 

Sumber: BRS BPS, 2023 

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

 1. Kondisi Kemiskinan 

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 
0,18 poin yaitu dari 8,33 persen pada September 2022 menjadi 8,15 

persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta 
jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 22,4 ribu jiwa dalam satu 
semester terakhir.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, 
jumlah penduduk miskin di Sumut mengalami sedikit penurunan pada 
periode Maret 2023 dibandingkan September 2022. Namun, jika 

dibandingkan dengan September 2023, terjadi sedikit peningkatan jumlah 
penduduk miskin di perdesaan. Berikut datanya: 

Tabel. 2.18  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Menurut Daerah Tempat Tinggal 2019 – 2023 
 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu orang) 

Persentase 

Penduduk Miskin 

(%) 

Perkotaan 

September 2019 665,46 8,39 

September 2020 756,24 9,25 

September 2021 725,04 8,68 

September 2022 736.35 8.63 

Maret 2023 709.78 8.23 

Perdesaan 

September 2019 595,04 9,14 

September 2020 600,48 9,14 

September 2021 548,03 8,26 

September 2022 525.74 7.96 

Maret 2023 529.73 8.03 

Perkotaan + Desa 

September 2019 1.260 8,63 

September 2020 1.356 9,14 

September 2021 1.273 8,49 

September 2022 1.262 8.33 

Maret 2023 1.239 8.15 

 Sumber: BRS BPS, 2023 
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Meskipun angka kemiskinan di Sumut menunjukkan sedikit 
penurunan, garis kemiskinan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi 

pengingat bahwa masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan 
perhatian dan bantuan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Upaya 
pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 

kapita, dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi kunci untuk 
menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Sumut. 

Tabel. 2.19  
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

 

Daerah/Tahun Makanan 
Bukan 

Makanan 
Total 

Perkotaan 

September 2019 366 831 139 706 506 538 

September 2020 378.679 141.850 520.529 

September 2021 409.313 147.124 556.437 

September 2022 458.089 157.137 615.227 

Maret 2023 468.660 158.122 626.782 

Perdesaan 

September 2019 367 379 103 166 470 545 

September 2020 378.550 108.091 486.642 

September 2021 399.971 114.016 513.987 

September 2022 438.098 125.685 563.783 

Maret 2023 447.262 126.238 573.500 

Perkotaan + Desa 

September 2019 367 105 123 015 490 120 

September 2020 378.617 126.619 505.236 

September 2021 404.860 132.451 537.310 

September 2022 448.623 143.402 592.025 

Maret 458.706 144.293 602.999 

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023 
 
 

Pada periode Maret 2022 – September 2022, Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan (P2) menunjukkan adanya 

penurunan. P1 naik dari 1,365 pada Maret 2022 menjadi 1,411 pada 
September 2022 dan P2 selama periode Maret 2022 – September 2022 
tetap sama yakni sebesar 0,339. P1 mengindikasikan adanya 

kecenderungan Penurunan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang 
semakin mendekati garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan 

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan bertambah. 
Selanjutnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran 
pengeluaran di antara penduduk miskin, turunnya indeks ini 

mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin 
relatif sama sepanjang enam bulan terakhir, atau dengan kata lain 

penyebaran pengeluaran semakin tidak merata. 
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Tabel. 2.20  

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019 – 2023 
 

Tahun Perkotaan Perdesaan Total 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

September 2019 1,335 1,653 1,480 

September 2020 1,540 1,671 1,599 

September 2021 1,400 1,513 1,450 

September 2022 1.441 1.372 1.411 

Maret 2023 1.235 1.294 1.261 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

September 2019 0,316 0,440 0,372 

September 2020 0,386 0,535 0,453 

September 2021 0,342 0,432 0,382 

September 2022 0.333 0.346 0.339 

Maret 2023 0.310 0.342 0.324 

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023 

 

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 

miskin terbanyak ada di Kota Medan yaitu sebanyak 187,74 ribu jiwa dan 
jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kabupaten Pakpak-Bharat 

sebanyak 4,52 ribu jiwa. Sementara persentase penduduk miskin tertinggi 
ada di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat masing-masing sebesar 23,4 
dan 24,75 persen dan persentase terendah ada di Kabupaten Deli Serdang 

3,62 persen. Capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.21  

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota 
Se Sumatera Utara, Bulan Maret 2023 

 

Kabupaten Kota 
Persentase Penduduk 

Miskin Menurut 
Kab/Kota (Persen) 

Jumlah Penduduk 
Miskin Menurut 

Kabupaten Kota(000) 
(Jiwa) 

Sumatera Utara 8.15 1239.71 

Nias 15.10 21.99 

Mandailing Natal 8.86 41.04 

Tapanuli Selatan 7.01 20.09 

Tapanuli Tengah 11.50 47.09 

Tapanuli Utara 8.54 26.39 

Toba 8.04 14.94 

Labuhan Batu 7.99 42.58 

Asahan 8.21 61.69 

Simalungun 7.87 69.21 

Dairi 7.47 21.42 

Karo 7.98 35.65 

Deli Serdang 3.44 82.75 

Langkat 9.23 98.16 
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Kabupaten Kota 
Persentase Penduduk 

Miskin Menurut 
Kab/Kota (Persen) 

Jumlah Penduduk 

Miskin Menurut 
Kabupaten Kota(000) 

(Jiwa) 

Nias Selatan 16.39 54.29 

Humbang Hasundutan 8.69 17.14 

Pakpak Bharat 7.54 4.01 

Samosir 11.66 14.86 

Serdang Bedagai 7.44 45.88 

Batu Bara 11.38 49.18 

Padang Lawas Utara 8.79 26.17 

Padang Lawas 7.89 24.51 

Labuhanbatu Selatan 8.06 29.83 

Labuhanbatu Utara 9.08 34.13 

Nias Utara 21.79 30.78 

Nias Barat 22.81 18.86 

Sibolga 11.42 10.02 

Tanjung Balai 12.21 22.45 

Pematangsiantar 7.24 18.96 

Tebing Tinggi 9.49 16.36 

Medan 8.00 187.28 

Binjai 4.79 13.85 

Padangsidimpuan 6.85 16.15 

Gunungsitoli 14.78 22.03 

Sumber: BPS Sumut 2023 
 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

selama periode September 2022–Maret 2023 antara lain adalah: 

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 
persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2022 yang sebesar 

5,86 persen. 
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 110,85, meningkat 

dibandingkan September 2022 yang sebesar 106,82. 
3. Laju inflasi menunjukkan penurunan. Inflasi pada periode September 

2022–Maret 2023 sebesar 1,32, lebih rendah jika dibandingkan inflasi 

pada periode Maret 2022–September 2022 sebesar 3,60. 
4. Konsumsi rumah tangga Triwulan I-2023 dibandingkan Triwulan III-

2022 meningkat sebesar 2,21 persen. 

5. Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban 
pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos Program 

Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I-2023 mencapai 89,3 persen, 
sementara pemanfaatan bansos Sembako tahap 1 telah mencapai 86,5 
persen. 

 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami 

kemajuan. Sejak tahun 2019, status pembangunan manusia Sumatera 
Utara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2019–2023, IPM Sumatera 
Utara rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 71,74 pada 

tahun 2019 menjadi 75,13 pada tahun 2023. Dan capaiannya lebih baik 
dari nasional. 
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Sumber : BPS Sumatera Utara (UHH Hasil Long Form SP2020) 2023 

Grafik 2.8 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023 
 

Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, 
terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Satu dari empat 
indikator penyusun IPM mengalami percepatan pertumbuhan yaitu 

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang tumbuh 1,28 persen pada tahun 2023 
dan hanya tumbuh 0,30 persen di tahun 2022. 

Sementara tiga indikator lain mengalami perlambatan pertumbuhan 
yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang tumbuh 0,40 persen di 
tahun 2022 dan hanya tumbuh 0,38 persen tahun 2023, Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) yang tumbuh dari 1,36 persen pada tahun 2022 dan hanya 
tumbuh 1,13 persen di tahun 2023, serta Pengeluaran Riil per Kapita yang 

tumbuh sebesar 3,32 persen tahun 2022 kemudian mengalami 
perlambatan pertumbuhan 1,85 persen di tahun 2023. Perkembangan 
IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel  2.12 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen 

2020-2023 
 

 

Sumber : BPS Sumatera Utara (UHH Hasil Long Form SP2020) 2023 

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kota Pematang 

Siantar meningkat dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, dengan capaian IPM 
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80,46. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, 
jumlah Kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan status “sangat tinggi” 

(IPM ≥ 80) menjadi sebanyak 2, yaitu Kota Medan & Kota Pematang Siantar, 
Kabupaten/kota dengan status pembangunan “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) 
sebanyak 27, Kabupaten/kota dengan status pembangunan “sedang” (60 ≤ 

IPM < 70) sebanyak 4, dan tidak ada Kabupaten/kota yang memiliki status 
pembangunan “rendah” (IPM < 60). 

 

 

Pada Tahun 2023 masih terdapat 19 Kabupaten Kota yang capaian 

IPMnya masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, kondisi IPM 
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

 

Grafik 2.8  
IPM Kabupaten/Kota, 2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 
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 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Pada 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 

telah mencapai angka 91,31 persen. Pembangunan gender di Sumatera 
Utara kembali meningkat hingga 2019 namun pada 2020 kembali 
mengalami penurunan. Meskipun demikian, pada 202 hingga 2023 IPG 

kembali meningkat, Peningkatan IPG di 2023 ini disebabkan oleh 
pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM 

laki-laki pada periode 2021-2023. Dibandingkan 2021, IPM perempuan 
pada 2023 meningkat 0,82 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-
laki pada 2023 yang meningkat 0,62 poin, namun capaian IPG Provinsi 

Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional sebagaimana terlihat 
pada grafik berikut : 

 

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia 2023 

 

Grafik 2.13 
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023 
 

Jika dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, maka masih terdapat 11 
Kabupaten kota yang capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 
bawah provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat pada grafik berikut: 
 

 

Grafik 2.9  

 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota, 2023 
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 4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Sumatera Utara mengalami 

penurunan pada tahun 2023 sebesar 69.18. Pada tahun 2022 IDG 
mencapai 69,33%, meningkat dari sebelumnya 67,79% tahun 2021. 
Penurunan IDG di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa peran 

perempuan belum maksimal dalam kebijakan arah pembangunan, baik di 
bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. dan capaian IDG 

Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional, sebagaimana 
terlihat pada grafik di bawah ini : 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023 

Grafik 2.16 
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023 
 

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 
Kabupaten/Kota, sebanyak 12 Kabupaten/Kota telah mencapai IDG di atas 
capaian Provinsi Sumatera Utara. Capaian IDG tertinggi ada di Kabupaten Karo 
dan terendah ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana terlihat pada 
Grafik di bawah ini : 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023 

Grafik 2.16 
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Kabupaten/Kota 2023 
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 5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Ketimpangan gender di Sumatera Utara selama Empat tahun terakhir 

secara konsisten menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2023, IKG Sumatera 
Utara berkurang sebesar 0,04 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. 
Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit 

atau kesetaraan yang semakin membaik. 

Selama kurun waktu 2020 -2023 terjadi perbaikan capaian IKG di 

tingkat kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota mengalami 
penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya. Pada tahun 2023, 
ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Binjai (0,142), diikuti 

oleh Kabupaten Pakpak Bharat (0,152), Kabupaten Langkat(0,231), Kota 
Medan (0,232), dan Kabupaten Samosir (0,244). Dari 33 Kabupaten/Kota, 
ada sebanyak 27 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan 

ketimpangan gender dibandingkan 2022. Dari 27 Kabupaten/Kota yang 
mengalami penurunan ketimpangan gender, sebanyak 16 

Kabupaten/Kota yang memiliki IKG di bawah IKG Sumatera Utara. 
Kabupaten Langkat mengalami penurunan ketimpangan gender paling 
tinggi sebesar 0,193 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kabupaten 

Langkat terjadi pada setiap dimensi, penurunan terbesar terutama 
didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar 
tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan reproduksi, penurunan terutama 

didorong oleh proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang 
melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 

0,070 poin dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang 
saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) 
yang turun sebesar 0,006 poin.  

 

 6. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa 

terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial 
memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan 

generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus 
dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu 
berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan 
kesejahteraan bangsa. Nilai Bangga berkisar antar 0-100 dengan kategori 

nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 
(kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks 

Pembangunan Keluarga Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, 
namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik/berkembang, begitu 
juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera 

Utara masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada grafik 
berikut. 
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Grafik 2.39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara dan 
Nasional 2020-2023 

 

Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari  upaya pemerintah 
diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan 

perkawinan dan pendampingan calon pengantin serta penyediaan 
konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia 

perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak 
dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan 
keluarga. 

 

 7. Usia Harapan Hidup  

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan 

dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Utara meningkat 

sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. 
Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada 
tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 

tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun). 

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten Kota di Provinsi 

Sumatera Utara, terdapat 15 Kabupaten/Kota yang capaiannya berada di 
bawah Provinsi Sumatera Utara, dimana capaian terendah ada di 

Kabupaten padang Lawas sebesar 71.52 tahun dan tertinggi ada di Kota 
Medan. 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara 2023 (UU hasil Long Form SP 2020) 

Grafik 2.19 
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota, 2023    
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 8. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS 
Sumatera Utara rata -rata meningkat 0,63 persen per tahun, sementara 

RLS meningkat 0,97 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,17 
tahun (1,28 persen) dibandingkan tahun 2022, meningkat dibandingkan 

rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen). Jika dibandingkan 
dengan Nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 4 tahun terakhir 
berada di atas capaian Nasional. 

 
Tabel 2.26 

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Sumatera Utara dan Nasional, 2019-2023 
 

Tahun 

Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Nasional 
Sumatera 

Utara 
Nasional 

Sumatera 

Utara 

2019 12.95 13.15 8.34 9.45 

2020 12.98 13.23 8.48 9.54 

2021 13.08 13.27 8.54 9.57 

2022 13.10 13.31 8.69 9.71 

2023 13.15 13.48 8.77 9.82 

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2023 

 

 9. Ketenagakerjaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program 
yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas 

berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan 
kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. 
Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko 

kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan 

terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja melalui program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan ini tak terpisahkan dalam memberikan 

perlindungan terhadap resiko yang dimunculkan dihadapi para 
pekerja, baik pekerja formal ataupun informal. 

 

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 5,52 persen, lebih 

tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,48 persen. TPT laki-
laki mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin sedangkan TPT 
Perempuan mengalami penurunan sebesar 1,85 persen poin apabila 

dibandingkan dengan Tahun 2023. 
 

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 
tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja 
pada Februari 2024 sebanyak 11,379 juta orang, naik sebanyak 90 
ribu orang jika dibandingkan Tahun 2023. Sebagian besar penduduk 

usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,874 juta orang, sisanya 
termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,279 juta orang. 

 

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 8 juta 

orang penduduk yang bekerja dan 408 ribu orang pengangguran. 
Apabila dibandingkan Tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun 
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sebanyak 20 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 146 ribu 
orang, sementara pengangguran turun sebanyak 64 ribu orang.  

 

Tabel. 2.22  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2019-2023 

 

Kondisi 
Agustus 

2019 
Agustus 

2020 
Agustus 

2021 
Agustus 

2022 
Agustus 

2023 

Penduduk Usia 
Kerja 10532 10703 10870 11031 11289 

  -Laki-Laki - 5305 5391 5475 - 

  -Perempuan - 5398 5479 5556 - 

Angkatan Kerja 7411 7350 7511 7670 8022 

  -Bekerja 7012 6842 7036 7200 7550 

  -Pengangguran 399 508 475 473 472 

Bukan Angkatan 
Kerja 3121 3353 3359 3361 3267 
 

TPT 5,41 6,91 6,33 6,16 5,89 

   -Laki-Laki - 6,82 6,18 5,90 5,58 

   -Perempuan 
- 7,03 6,53 6,55 6,33 

TPAK 70,37 68,67 69,1 69,53 71,06 

   -Laki-Laki 84,19 81,41 81,9 83,9 84,40 

   -Perempuan 56,8 56,15 56,5 55,4 57,81 
      Dikutip dari : BPS, Mei 2024 
 

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat 
Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 

9.36 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-
masing sebesar 8.89 dan 8.79 persen, sementara Tingkat Pengangguran 
Terbuka terendah ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0.26 dan 

Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0.42 persen. Capaian Tingkat 
Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat di bawah ini: 

Dikutip dari : BRS No.60 
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Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2023 

Grafik 2.10  

Tingkat Pengangguran Terbuka 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2023 

 

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Provinsi Sumatera 
Utara ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut: 

Tabel. 2.23  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2019-2023 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Penyelenggaraan Festival Seni 
dan Budaya 

20 55 6 3 3 

2 
Benda, Situs Dan Kawasan 
Cagar Budaya Yang 
Dilestarikan 

8 10 2 11 11 

3 
Persentase Pembinaan Cabang 
Olahraga Berprestasi 

88 16,83 92 96,87 96,87 

4 
Persentase Pembinaan Atlet 
Muda (Atlet Pelajar) 

68 16,83 79 57,53 57,53 

Sumber: Disbudpar dan Dispora Provsu, 2023 

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan 
masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan 

terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya 
yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah 

penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan 
yang sangat drastis. Selanjutnya indikator Olahraga telah memenuhi 
target yakni Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi dengan 

capaian Tahun 2019 sebesar 88 dari target 88, Tahun 2020 sebesar 16,83 
dari target sebesar 90, Tahun 2021 sebesar 92 dari target 92 dan pada 

Tahun 2022 dan 2023 sebesar 96,87 persen. 

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 
2.1.3.1  Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. PENDIDIKAN 

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Sumatera Utara 
adalah melalui Indeks Pendidikan. Dimana Indeks Pendidikan sering 

digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan 
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antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta 
untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.  Indeks Pendidikan 
sering kali mencakup berbagai faktor, seperti: 

1. Aksesibilitas: Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di 

institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok-
kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa. 

2. Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa-guru, 
dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum. 

3. Hasil Akademik: Nilai tes standar, tingkat kelulusan, tingkat 

kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan 
keterampilan akademik. 

4. Kesetaraan: Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan 

partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di 
antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. 

5. Efisiensi: Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber 
daya yang tersedia, seperti anggaran pendidikan, fasilitas fisik, dan 
waktu pengajaran. 

6. Inklusivitas: Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa 
dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas. 

 Terdapat peningkatan Indeks Pendidikan dari tahun 2019 hingga 

2023. Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 
0,52 poin, Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 

0,21 poin, tahun 2021 sampai 2022  meningkat sebesar 0,55 point dan 
2022-2023 meningkat sebesar 0,84 point. Kenaikan indeks pendidikan 
periode 2020- 2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada 

periode 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik covid-19 
yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Namun di tahun 2022 

sampai tahun 2023 meningkat diposisi tertinggi selama 5 tahun terakhir. 
Kondisi Indeks Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada 
grafik berikut: 

 

Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2022   

Grafik 2.11  
Indeks Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2019-2023 

 

Selain indeks pendidikan tersebut di atas beberapa indikator lain 

yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan 
menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu 
kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut: 

68,03

68,55
68,79

69,34

70,18

2019 2020 2021 2022 2023

INDEKS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA 
TAHUN 2019-2023
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Tabel. 2.24  
Indikator Kinerja Pendidikan Tahun 2019-2023 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

APK SM Sederajat 100.83 105.12 106.07 97,23 105 

APM SM Sederajat 80.61 73.69 72.53 68,27 71,72 

Persentase Guru SMA/LB 
berkualifikasi Akademik S1/D4 

90.14 96.61 96,80 100 100 

Persentase Guru SMA/SLB 
bersertifikasi 

52.07 48.97 49,46 54,30 54,30 

Persentase Guru SMK 
berkualifikasi Akademik S1/D4 

90.48 93.55 94,33 100 100 

Persentase Guru SMK 
bersertifikasi 

40.77 38.72 41,34 45,50 49,77 

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023 

Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian Indikator 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya berada di bawah target 
yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi 
Sumatera Utara 2019-2023, terdapat 1 (satu) indikator yaitu APK SM 

sederajat yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106.07 
persen. 

Selain itu sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah 

nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula 
dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah 
daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. 

SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah 
Provinsi meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Target 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah: 

a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang 
belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 

tahun. 
b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang 

belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 

tahun penyandang disabilitas. 
 

Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM 
Pendidikan antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 2.25  
Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 

 

No 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Realisasi Status  

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Ket 

1 
Pendidikan 
Menengah 

Jumlah 
Warga Negara 

Usia 16-18 
Tahun yang 
berpartisipasi 
dalam 

pendidikan 
menengah 

100 100 100 100 100 96,10 97,35 98,10 100 96,97 
Mencapai 
Target 
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No 
Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 
Realisasi Status  

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Ket 

2 
 
Pendidikan 

Khusus 

Jumlah 
Warga Negara 
Usia 4-18 
tahun yang 

termasuk 
dalam 
penduduk 

disabilitas 
yang 
berpartisipasi 
dalam 

pendidikan 
Khusus 

100 100 100 100 100 34,9 34,9 16,55 100 97,74 
Belum 
Mencapai 

Target 

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4 
 

2. KESEHATAN  

a. Dinas Kesehatan 
Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator 
pendukung adalah Indeks Kesehatan, Indeks Kesehatan Provinsi 

Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan perbaikan, walau agak 
sedikit melambat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.26  

Indeks Kesehatan Tahun 2023 
 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks 
kesehatan 

- 75,54 75,74 76,32 76,32 

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4 
 

Selain itu derajat kesehatan juga dilihat dari Capaian Indikator 

Utama Pembangunan Kesehatan sebagai berikut: 

Tabel. 2.27  

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 
 

Indikator 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

Angka 

Kematian 
Bayi (AKB) 
Per 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

4,50 2,61 4,30 2,39 2,44 2,28 2.32 2.19 2,20 3,60 

Angka 

Kematian 
Ibu (AKI) Per 
100.000 
Kelahiran 

Hidup 

80,1 66,76 75,1 62,5 93,49 89.18 79.40 47.06 67,39 72,82 

Angka 

Kesakitan 
(Morbiditas) 

11,01 11,97 10,99 12,24 12,24 8,78 12.22 12.98 12,20 10,10 

Prevalensi 
Stunting 
(Pendek dan 
sangat 

Pendek) pada 
Anak di 
bawah 5 
Tahun 

 

31,50 

 

30,70 

 

30,50 

 

29,20 

 

28,50 

 

25,80 
27.50 21.10 26,50 21,10 

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 
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Terkait kondisi kesehatan di Sumatera Utara mengalami beberapa 
kemajuan dan tantangan selama periode 2019-2023. Berikut beberapa 

poin penting: 

• Angka Kematian Bayi (AKB): AKB di Sumatera Utara mengalami 
penurunan dari 9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 

menjadi 7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. 

• Harapan Hidup: Harapan hidup di Sumatera Utara mengalami 

peningkatan dari 68,8 tahun pada tahun 2019 menjadi 70,2 tahun 
pada tahun 2023. 

• Status Gizi: Prevalensi Stunting pada anak balita di Sumatera Utara 

mengalami penurunan dari 37,4% pada tahun 2019 menjadi 33,2% 
pada tahun 2023. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 
2019–2023 cenderung berfluktuasi. Begitu juga halnya dengan 
jumlah kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi 

Sumatera Utara antara lain ibu hamil dan melahirkan banyak yang 
terpapar COVID-19, ibu hamil ragu memeriksakan kehamilannya 
ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga tidak 
mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai 
standar. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan 

terhadap Angka Kematian Ibu menjadi 47.06 per 100.000 Kelahiran 
Hidup, Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di 
Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 
terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera 

Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 
2023 adalah Hipertensi, pendarahan, komplikasi non obstetri, 
infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain, 

sebagaimana terlihat pada grafik berikut : 
 

 

Grafik 2.12  

Tren Jumlah Kematian Ibu dan AKI 
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – Oktober 2023 

 
Selain itu, jika dilihat dari Kabupaten/Kota, jumlah kematian ibu 
tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 25 jiwa, kota 

Medan sebanyak 19 jiwa, Mandailing Natal dan Simalungun 
masing-masing 10 jiwa. Penyebab tingginya kematian ibu di daerah 
tersebut salah satunya minimnya pengetahuan dalam proses 

kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta diakibatkan oleh 
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faktor gaya hidup. Jumlah kematian Ibu Kabupaten/kota dapat 
dilihat sebagai berikut: 

 

 

Grafik 2.13  

Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2023 

 
Selanjutnya jika dilihat dari Angka Kematian Bayi, sejak tahun 2019 
hingga tahun 2022 terjadi penurunan baik jumlah maupun angka 

kematian per 1000 Kelahiran Hidup. Kematian bayi tertinggi 
disebabkan oleh Asfiksia (178 jiwa) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

sebanyak 159 jiwa, Infeksi (31 jiwa) dan lain sebagainya, tren 
Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara sejak 
tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut : 

 
 

 

Grafik 2.14  
Tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB 

di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – Oktober 2023 
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Untuk Kabupaten Kota, Kematian Bayi tertinggi ada di Kabupaten 
Deli Serdang sebanyak 94 jiwa, disusul Kota Medan sebanyak 67 

jiwa, dan Mandailing Natal 53 jiwa. Kontributor penyebab tingginya 
AKI di Kabupaten/Kota antara lain adalah akses dan mutu fasilitas 
pelayanan kesehatan yang kurang optimal, kemampuan deteksi dini 

pada kehamilan dan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal 
neonatal masih belum optimal. Sehingga perhatian terhadap akses, 

layanan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan 
kesehatan bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya masih tinggi 
perlu menjadi perhatian. 

 

 

Grafik 2.15  
Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023 

 

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi sehat-sakit karena 
dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap 

penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. 
Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan 

kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara 
adalah Stunting, 

Terjadi fluktuasi penurunan Stunting pada Kabupaten/Kota, 
terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Prevalensi 

Stunting pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 
diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara dari 7.3 (2022) 
meningkat 9.6 (2023), Kabupaten Simalungun dari 17.4 (2022) 

meningkat 17.7 (2023), Kota Gunungsitoli dari 17.7 (2022) 
meningkat 18.9 (2023), Kota Binjai dari 18.7 (2022) meningkat 19.4 
(2023), Kabupaten Nias Utara dari 11.9 (2022) meningkat 20.3 

(2023), Kabupaten Toba dari 24.8 (2022) meningkat 28.0 (2023), 
Nias Selatan dari 27.2 (2022) meningkat 31.8 (2023), Kabupaten 
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Dairi dari 28.6 (2022) meningkat 32.6 (2023) dan Kabupaten Deli 
Serdang dari 13.9 (2022) meningkat 33.8 (2023). 

Peningkatan yang paling signifikan terdapat di Kabupaten 
Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

Tabel. 2.28  

Tren Capaian Stunting Kabupaten/Kota 2022 dan 2023 
 

 
 

Pada tahun 2023 terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan 
Prevalensi Tertinggi yaitu Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Nias 

Selatan, Pakpak Bharat, Nias Barat Toba, Tapanuli Utara, Karo, 
Tapanuli Tengah dan  Kota Padangsidimpuan, sebagaimana grafik 
berikut: 

NO Kabupaten/Kota 2022 2023 Keterangan

1 Kota Tanjung Balai 26.9 5.7

2 Kota Medan 15.4 5.8

3 Kota Pematang Siantar 14.3 7.7

4 Labuhan Batu Utara 7.3 9.6

5 Kota Tebing Tinggi 19.6 10.4

6 Kota Sibolga 14.5 10.6

7 Asahan 15.3 11.0

8 Serdang Bedagai 21.1 14.4

9 Tapanuli Selatan 39.4 15.6

10 Labuhan  Batu Selatan 26.4 16.0

11 Langkat 18.6 16.9

12 Simalungun 17.4 17.7

13 Batu Bara 21.7 17.7

14 Padang Lawas 35.8 17.7

15 Humbang Hasundutan 29.6 18.4

16 Kota Gunung Sitoli 17.7 18.9

17 Kota Binjai 18.7 19.4

18 Labuhan Batu 23.9 20.2

19 Nias 25.3 20.3

20 Nias Utara 11.9 20.3

21 Mandailing Natal 34.2 20.7

22 Padang Lawas Utara 29.2 21.8

23 Samosir 26.3 22.4

24 Tapanuli Tengah 30.5 23.8

25 Karo 24.9 24.7

26 Kota Padangsidampuan 28.8 26.1

27 Tapanuli Utara 27.4 27.4

28 Toba 24.8 28.0

29 Pakpak Bharat 30.8 28.9

30 Nias Barat 29.4 28.9

31 Nias Selatan 27.2 31.8

32 Dairi 28.6 32.6

33 DeliSerdang 13.9 33.8

SUMATERA UTARA 21.1 18.9

CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN/KOTA

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 - 2023
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Grafik 2.16  
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota tahun 2023 

 

b. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera 

Utara 
 

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat 
dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah 
Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua 

indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah 
Sakit Jiwa dan Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa. Capaian 

Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.29  

Indikator Kinerja Utama 
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provsu Tahun 2019-2023 

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD TW IV  

Kondisi pelayanan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem 
Provinsi Sumatera Utara telah berkembang, walau masih banyak 

tantangan yang harus dihadapi dengan melakukan edukasi dan 
sosialisasi untuk mengubah stigma negatif terhadap orang dengan 

gangguan jiwa dan RSJ. namun ada juga beberapa kemajuan yang telah 
dicapai. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan RSJ dan menjamin akses pelayanan 

bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan fasilitas 
RSJ, seperti ruang perawatan, tempat kegiatan, dan peralatan medis. 
 

c. Rumah Sakit Haji Medan 
 

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah 
Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai 

dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 

No 
Indikator 

Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Capaian 
Persentase Bed 

Occupancy Rate 
(BOR) 

65 73,85 61 65,24 80 60,65 82 68,63 85 95,51 

2 
Capaian 
Average Length 

Of Stay (ALOS) 

100 70,59 95 87,02 62 76,87 52 67,25 42 70,00 
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2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai 
BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit 

Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka 
capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Capaian 
indikator dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 2.30  
Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2023 

 

    Sumber : Rumah Sakit Haji Medan, 2022 
 

Selain capaian indikator di atas, SPM Kesehatan merupakan 
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu  Pelayanan  Dasar yaitu Pelayanan 

kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana 
dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi 

penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target Jumlah 
Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau 
berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 

(100%) dan Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa 
provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%). Capaian SPM 
kesehatan adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.31  
Capaian SPM Kesehatan Tahun 2023 

 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 

Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1. Pelayanan 
kesehatan bagi 

penduduk 

terdampak 

krisis 

kesehatan 
akibat 

bencana 

dan/atau 

berpotensi 

bencana 

provinsi 

Jumlah Warga 
Negara yang 

terdampak 

krisis kesehatan 

akibat bencana 

dan/atau 
berpotensi 

bencana 

provinsi yang 

mendapatkan 

layanan 

Kesehatan 

 
 

100 

 

 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

2. Pelayanan 
kesehatan 

bagi 

penduduk 

pada kondisi 

kejadian luar 
biasa 

provinsi 

Jumlah Warga 
Negara pada 

kondisi kejadian 

luar biasa 

provinsi yang 

mendapatkan 
layanan 

Kesehatan 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023 *) Angka Sementara 
 

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
 

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan pada 
Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan maka salah 

satu ketercapaian dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur sebagaimana 
tabel berikut: 

No Indikator Kinerja Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Bed Occupancy Rate (BOR) Persen 46 27 40 62,50 79 

2 Length Of Stay (LOS) Hari 4 4 5 5 5 

3 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Persen - - 2,28 77 85,20 
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Tabel. 2.32  
Indeks Infrastruktur 2023 

 

Indikator 
2019 2020 2021 2022 2023 

     

Indeks Infrastruktur - 0.69 0.71 0.74 0,75 

Sumber : Bappelitbang, 2023 (data diolah) 

Dari data dapat disimpulkan bahwa indeks infrastruktur belum 
mencapai target yang diharapkan, hal itu dikarenakan karena kondisi 

kemantapan jalan dan kondisi indeks kinerja sistem irigasi yang menurun 

Selain indikator di atas, beberapa indikator lain yang mendukung 

prioritas pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.33  
Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Tahun 2019-2023 

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas PSDA, 2023 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Target Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI  

1 

Tingkat 

kemantapan Jalan 
Provinsi 

Persen 82,99 82,1 76,37 78,55 85,08 82,19 82,27 82,27 82,27 78,13 

2 
Persentase 
Jembatan Dalam 

Kondisi Baik 

Persen 84,26 83,8 86,29 88,77 91,26 
83,71 

 
84,06 84,06 84,15 83,45 

3 

Sertifikasi Tenaga 

Kerja Konstruksi 
Klasifikasi Ahli 

 
Persen 

 
- 

10,88 15,00 19,11 
 

23,23 
10,71 10,88 10,88 15,22 

 
16,52 

 DINAS PSDA  

1 

Rasio Luas 
Kawasan 

Permukiman 
Rawan Banjir 

Persen 
52,54 

 
54,19 56,92 57,82 64,75 52,54 54,19 56,55 57,45 58,62 

2 

Rasio Layanan 
Daerah Irigasi 

Kewenangan 
Provinsi 

Persen 50,20 52,82 57,17 57,94 62,92 50,20 52,82 56,51 57,52 59,77 

3 

Persentase 
Kapasitas 

Layanan Air 
Minum Curah 

Lintas 
Kabupaten/Kota 

Persen 
61,25 

 

 
 
34,46 

61,04 61,26 62,81 63,44 61,2 61,04 61,26 62,81 66,74 

4 

Rasio Pelayanan 
Pengolahan 

Limbah Domestik 
oleh SPAL 

Regional 

Persen 36,99 41,81 46,02 50,24 34,46 36,99 36,98 36,98 NA 

5 

Luas permukiman 
pengembangan 

sistem drainase 
perkotaan yang 

terlayani 

Ha 2.545,6 2.545,6 2.545,6 2.598,4 2.598,4 2.545,6 2.545,6 2.545,6 2.545,6 2.598,4 

6 

Luas permukiman 

yang tertata 
infrastrukturnya 

Ha 7,35 7,35 8,65 15,65 15 7,35 7,35 7,6 18,6 15 

7 

Persentase 

instansi 
Pemerintah yang 
mendapatkan 

advice 
Pengelolaan 

Gedung 

Persen 69,30 74,25 79,20 89,10 100 69,30 74,25 75,05 124 100 

8 

Peningkatan luas 
penataan 
bangunan dan 

lingkungannya 
yang tertata 

Ha 3,4 3,4 3,4 12,43 12,43 3,4 3,4 3,4 5,4 NA 

9 

Persentase 

terlaksananya 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

Persen 94 94 94 100 100 94 94 100 100 80,61 
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Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang 
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
secara minimal. capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang dapat dilihat pada sebagai berikut: 

Tabel. 2.34  

SPM Bidang Pekerjaan Umum 
 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

 
 

1. 

Pemenuhan 

Kebutuhan air 

minum curah 

lintas Kab/Kota 

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 

kebutuhan air 

minum curah lintas 

kab/kota 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 

2. 

Penyediaan 

pelayanan 
Pengelolaan air 

limbah 

domestik 

regional lintas 

Kab/Kota 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 
layanan pengelolaan 

air limbah domestik 

regional lintas 

kab/kota 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Sumber : Dinas PUPR, 2023 *) Angka Sementara 
 

Pada tahun 2022 capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sudah mencapai 100%, yaitu dengan 

terbitnya Perda No. 2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 
tahun 2017-2037. Kemudian untuk mengatur tata ruang laut, juga sudah 

diterbitkan Perda No. 4 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara tahun 
2019-2039. Pada tahun 2022 sudah dilakukan revisi RTRW dan juga 

perubahan RZWP3K, dimana selanjutnya tata ruang darat dan tata ruang 
laut akan diintegrasikan menjadi satu Perda tentang RTRW Provinsi 
Sumatera Utara. 

Sedangkan untuk Capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota untuk tahun 2022 sudah 

mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2023 ada 19 (Sembilan belas) 
Kabupaten/Kota  yang sedang melakukan proses revisi RTRW dan 3 (tiga) 
Kabupaten/kota yang sedang melakukan peninjauan kembali (PK). Pada 

berikut dijelaskan progres RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Utara tahun 2023. 

Tabel. 2.35  
Progres RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023 

 

No. Kabupaten/Kota Nomor Perda Status tahun 2023 

1 Kabupaten Karo Perda No. 4 Tahun 2022 - 

2 Kota Medan Perda No. 1 Tahun 2022 - 

3 
Kabupaten Deli 

Serdang 
Perda No. 1 Tahun 2021 - 

4 
Kabupaten 

Serdang Bedagai 

Perda No.12 Tahun 2013 

yang Telah Diubah Dengan 

Perda No. 1 Tahun 2021 

- 

5 Kota Binjai Perda No. 05 Tahun 2020 - 

6 
Kabupaten 
Batubara 

Perda No. 11 Tahun  2020 - 
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No. Kabupaten/Kota Nomor Perda Status tahun 2023 

7 

Kabupaten  

Humbang 

Hasundutan 

Perda No. 1 Tahun 2018 - 

8 
Kabupaten 

Padang Lawas 
Perda No. 2 Tahun 2018 Revisi 

9 Kota Sibolga Perda No. 2 Tahun 2018 - 

10 
Kabupaten 
Samosir 

Perda No. 3 Tahun 2018 
Permohonan Peninjauan 
Kembali (PK) ke Menteri 

ATR/BPN 

11 
Kabupaten 

Tapanuli Utara 
Perda No. 3 Tahun 2017 - 

12 
Kabupaten 

Tapanuli Selatan 
Perda No. 5 Tahun 2017 - 

13 
Kabupaten 

Labusel 
Perda No. 4 Tahun 2017 

Permohonan Peninjauan 

Kembali (PK) ke Menteri 

ATR/BPN 

14 Kabupaten  Toba Perda No. 12 Tahun 2017 Revisi 

15 
Kabupaten 

Labuhanbatu 
Perda No. 3 Tahun 2016 Revisi 

16 
Kabupaten 

Mandailing Natal 
Perda No. 8 Tahun 2016 Revisi 

17 
Kabupaten 

Pakpak Bharat 
Perda No. 9 Tahun 2016 Revisi 

18 
Kabupaten Nias 

Utara 
Perda No. 1 Tahun 2015 Revisi 

19 

Kabupaten 

Labuhan Batu 
Utara 

Perda No. 5 Tahun 2015 - 

20 

Kabupaten 

Padang Lawas 

Utara 

Perda No. 3 Tahun 2015 Revisi 

21 
Kabupaten Nias 

Selatan 
Perda No. 6 Tahun 2014 Revisi 

22 Kabupaten Nias Perda No. 1 Tahun 2014 Revisi 

23 Kabupaten Dairi Perda No. 7 Tahun 2014 Revisi 

24 
Kota 

Padangsidimpuan 
Perda No. 4 Tahun 2014 Revisi 

25 
Kabupaten Nias 
Barat 

Perda No. 12 Tahun 2014 Revisi 

26 
Kota Tanjung 

Balai 
Perda No.  2 Tahun  2013 Revisi 

27 
Kabupaten 

Tapanuli Tengah 
Perda No. 8 Tahun 2013 

Permohonan Peninjauan 

Kembali (PK) ke Menteri 

ATR/BPN 

28 
Kabupaten 

Langkat 
Perda No. 9 Tahun 2013 Revisi 

29 
Kabupaten 

Asahan 
Perda No. 12 Tahun 2013 Revisi 

30 
Kota 

Pematangsiantar 
Perda No.  1 Tahun  2013 Revisi 

31 
Kota 

Gunungsitoli 
Perda No. 12 Tahun 2012 Revisi 

32 
Kota Tebing 

Tinggi 
Perda No. 4 Tahun  2012 Revisi 

33 
Kabupaten 

Simalungun 
Perda No. 10 Tahun 2012 Revisi 

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, 2022 

 

Pada tahun 2022, kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi 
Sumatera Utara berada pada rangking 21 dari 34 Provinsi di Indonesia 

dengan nilai akhir 75,61 (klasifikasi SEDANG) berdasarkan penilaian dari 
Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dari Kementerian 
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ATR/BPN. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian kelima aspek 
penyelenggaraan penataan ruang pada Tabel 2.5, dimana aspek 

pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera nilainya masih 0 
(nol) dengan klasifikasi Buruk. 

Tabel. 2.36  

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, 
Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 
 

No Aspek Nilai Keterangan 

1 Pengaturan Penataan Ruang 90 Baik 

2 Pembinaan Penataan Ruang 92 Baik 

3 Perencanaan Tata Ruang 100 Baik 

4 Pemanfaatan Ruang 100 Baik 

5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0 Buruk 

Nilai Kinerja Pengaturan Penataan 
Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan 

Pelaksanaan Penataan Ruang 

76,33 Sedang 

Sumber: Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN tahun 
2023 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat perlu 
untuk diperhatikan untuk menaikkan kinerja penyelenggaraan penataan 

ruang Provinsi Sumatera Utara adalah aspek pengendalian pemanfaatan 
ruang. Dimana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: 
Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Perwujudan 

RTR (Rencana Tata Ruang), Penerapan Insentif Disinsentif, Pengenaan 
Sanksi, dan Penanganan Sengketa. 

 

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel. 2.37  
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 
No Indikator 2019 2020 2021 2023 2023 

1 
Akses Rumah 
Layak Huni (%) 

94,10 95,77 67.44 31.12 70,95 

2 

Persentase Luas 

Kawasan Kumuh 

10-15 Ha yang 

ditangani 

88 28,40 16.27 10.16 18,52 

3. 

Persentase satuan 

perumahan yang 

sudah dilengkapi 

PSU) 

3.491 482 100 100 NA 

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman belum tercapai. 

Selain indikator di atas, capaian SPM juga menjadi prioritas provinsi 

Sumatera Utara, dimana capaiannya dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel. 2.38  
SPM Bidang Perumahan Rakyat 

 

 

No. 

Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Penyediaan dan 

Rehabilitasi 
Rumah yang 

Layak Huni bagi 

korban bencana 

provinsi 

Persentase warga 
negara korban 

bencana yang 

memperoleh 

rumah layak huni 

100 100 100 100 N/A 

2. 
Fasilitasi 
penyediaan 

rumah yang 

layak huni bagi 

masyarakat 

yang terkena 

relokasi 
program 

pemerintah 

provinsi 

Persentase warga 

negara yang 
terkena relokasi 

akibat program 

pemerintah 

daerah provinsi 

yang memperoleh 
fasilitasi 

penyediaan 

rumah yang layak 

huni 

100 100 100 100 N/A 

Sumber : Evaluasi TW IV, 2023 
 

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi 
Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.39  
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2019-2023 

 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase gangguan trantibun 
yang dapat diselesaikan 

97 90.25 96.51 100 97 

Persentase Penegakan PERDA 
dan PERKADA yang ditegakkan 

59 31.25 100 100 75 

Sumber : Satpol PP Provsu 2023 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan 
trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2023 tercapai dengan realisasi 

97%. Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan 
PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2023 capaian kinerja dicapai 

sebesar 100%. Terjadi peningkatan Persentase Penegakan PERDA dan 
PERKADA yang ditegakkan pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 
meningkat menjadi 43%, Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor 

kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan 
kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman 

masyarakat meningkat. 

 

b. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 
Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 2.40  
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 

 

Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 

Jumlah Pelapor Pemilih 

Cerdas 
Orang 400 - 450 470 800 

Jumlah Pembinaan 

Ormas Aktif 
Ormas 31 85 74 120 112 

Menahan Laju Angka 

Prevalensi Pengguna 

Narkoba di Sumut 

Persen 6.5 6.5 6.5 6.5 N/A 

Perbaikan Peringkat 

Laporan Rencana Aksi 
Laporan 9 10 18 8 N/A 

Masyarakat yang 
menerima Pemahaman 

Wawasan Kebangsaan 

(org) 

Orang 1.300 - 1459 1550 2.1e60 

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2023 

 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian 

pada jumlah pelapor pemilih cerdas di tahun 2022, dapat dilihat juga 
hampir semua target pada tahun 2022 mencapai target, kecuali 
masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan belum 

mencapai target yaitu 1.275 orang. 
 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas Provinsi 

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan 
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 
agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan 
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis 

pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan 

melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan 
pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan 
Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

Jenis Pelayanan Dasar Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan 

ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi. Berdasarkan Indikator 
SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh 
layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa. Berdasarkan target 
yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga 
negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda 

dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 
jiwa atau 100%. 
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Tabel. 2.41  
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 
 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 

Pelayanan 
ketenteraman dan 
ketertiban Umum 
Provinsi 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh layanan 
akibat dari penegakan 
hukum perda dan 
perkada di Provinsi 

100% 100% 100% 100% 102% 

Sumber : Hasil Evaluasi SPM, 2023 

c. Penanggulangan Bencana 

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang 
memiliki ibu kota provinsi di Kota Medan. Secara geografis, wilayahnya 

terbagi menjadi 3 kelompok kawasan yaitu, pantai barat, dataran tinggi 
dan pantai timur. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia 
(DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi 

Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah bencana puting beliung, banjir, 
dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks 
risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Utara memiliki 

kelas risiko sedang dengan nilai 142,51 

Ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara adalah Gempa bumi, 

tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, 
gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. 

Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera 

Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.42  

 Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu 2019-2023 
 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

Pelayanan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana (Kab/Kota) 

33 33 33 33 33 

Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

3 3 3 33 33 

Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca 
Bencana (Kab/Kota) 

2 2 0 0 0 

Indeks Resiko Bencana 145.18 145.18 143.83 142.51 140.73 

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2023 *) Angka Sementara 

 

6. SOSIAL  

     Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen 

pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan harkat dan 
martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan 
sosial melalui upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut 

dan dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Masyarakat 

Sumatera Utara, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas 
kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi 
kemanusiaan.  

Capaian Indikator Sosial  Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 2.43  
Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 

 

NO Indikator Satuan 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Persentase 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lansia 
Terlantar, dan 

Gelandangan 

Pengemis dan 

PMKS lainnya 

yang memperoleh 
Rehabilitasi 

Sosial dalam 

Panti 

Persen 
2345/ 

100% 

2345/ 

100% 

1997/ 

100% 

1997/ 

100% 

2025/ 

100% 

2 

Persentase 

Keluarga Miskin 

yang menerima 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

serta Korban 

Bencana yang 

mendapatkan 

Pelayanan 
Kebutuhan Dasar 

Persen 
1202/ 

0,09% 

1468/ 

0,11% 

15072/ 

1,13% 

104694/ 

7,84% 

31680/ 

0,37% 

  Sumber : Dinas Sosial Provsu 2023 *) Angka Sementara 

 

Selain indikator di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 

Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah  bidang Sosial 

serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam 
penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber 
pendanaan daerah.  

Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan 
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya 

tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang 
sosial.  Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal 
untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM 

sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja 
keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target 

SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 
Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana 
Teknis. Melalui tabel di bawah ini akan tergambar proses realisasi 

pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam tabel 
di bawah ini tergambar persentase target pencapaian SPM tahun 2020-
2021 dan realisasi pencapaiannya pada tabel berikut: 

Tabel. 2.44  
Capaian SPM Sosial Tahun 2019-2023 

 

No. Indikator Satuan 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Persentase 

Penyandang 

Disabilitas 

Persen 
2345/ 

100% 

2345/ 

100% 

1997/ 

100% 

1997/ 

100% 

2025/ 

100 % 
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No. Indikator Satuan 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lansia 

Terlantar, dan 

Gelandangan 

Pengemis dan 

PMKS lainnya yang 
memperoleh 

Rehabilitasi Sosial 

dalam Panti 

2 

Persentase Keluarga 

Miskin yang 

menerima 
Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

serta Korban 

Bencana yang 

mendapatkan 

Pelayanan 
Kebutuhan Dasar 

Persen 
1202/ 

0,09% 

1468/ 

0,11% 

15072/ 

1,13% 

104694/ 

7,84% 

31680/ 

0,37% 

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2023 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang 

ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan. Bentuk pelayanan 
yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui 

sistem “panti” dan “luar panti”. Sistem panti memberikan pelayanan 
kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu 
lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama.  

Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah 
kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka 
waktu yang relatif singkat. 

 

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1. TENAGA KERJA 

Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari 7 

(tujuh) indikator yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Provinsi 
Sumatera Utara.  Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera 
Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.45  
Capaian Indikator Tenaga Kerja 

Provinsi Sumatera Utara 2019-2022 
 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Persentase tenaga kerja 
bersertifikat kompetensi 

0.20 4.46 0.28 0.047 0.047 

2 Tingkat produktivitas 

tenaga kerja (Rp 

juta/pekerja) 

5.36 19.73 5.51 19.3 19.3 

3 Persentase kabupaten/ 
kota yang menyusun 

rencana tenaga kerja 

75.76 93.94 84.85 93.33 93.33 

4 Persentase tenaga kerja 

yang ditempatkan 

(dalam dan luar negeri) 

melalui mekanisme 

layanan antar kerja 
daerah kabupaten/ kota 

dalam 1 (satu) daerah 

provinsi 

- 0.05 16.58 10.12 10.12 
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No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

5 Persentase Perusahaan 

yang menerapkan tata 
kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

7.72 0.42 7.94 7.85 7.85 

6 Persentase perusahaan 

yang menerapkan 
peraturan perundang-

undangan bidang 

ketenagakerjaan 

50.12 64.18 50.10 81.34 81.34 

7 Jumlah satuan  

pemukiman 

transmigrasi yang 
difasilitasi 

pembinaannya 

79 SP / 

lokasi 

- 79 SP / 

lokasi 

- - 

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja  Provinsi Sumatera Utara *) Angka Sementara 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) IKU yang 
memenuhi target dan 3 (tiga) IKU yang belum memenuhi target yaitu 
Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja, 

dimana pada Tahun 2019 sebesar 96,97 persen, Tahun 2020 sebesar 
93,94, Tahun 2021 sebesar 93,94 persen dan pada Tahun 2022 menurun 
sebesar 33,33 persen. Selain itu Persentase Tenaga Kerja yang 

ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar 
kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi juga belum 

tercapai , dimana pada Tahun 2019 sebesar 72,16 Persen, Tahun 2020 
sebesar 80 persen, Tahun 2021 sebesar 5 persen dan pada Tahun 2022 
sebesar 12 persen dan yang belum memenuhi target adalah Persentase 

perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB 
Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan 

(dalam RKPD), dimana pada Tahun 2019 sebesar 8,33, Tahun 2020 
sebesar 0,52, Tahun 2021 sebesar 0,42 dan pada Tahun 2022 sebesar 
7,85 persen. 

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel. 2.46  

Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & 
Perlindungan Anak Tahun 2019-2023 

 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 

Persentase perangkat 

daerah yang 

melaksanakan PPRG 

(Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif 

Gender) (%) 

73% 98% 98% 94% N/A 

2 
Rasio kekerasan 
terhadap Perempuan 

(/100.000) 

5 5 5 9 N/A 

3 
Rasio kekerasan 

terhadap Anak (/10.000) 
11 12 12 19 N/A 

4 
Persentase Perangkat 

Daerah berkontribusi 
- - N/A 70% N/A 
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No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

mewujudkan 

Kabupaten/Kota Layak 
Anak (Menuju) (%) 

5 Total Fertility Rate (TFR) 3.04 3.04 3.04 2.6 2.39 

Sumber : Dinas P3AKB 2022  *) Angka Sementara 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator 
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 lebih baik, 

namun pada persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG 
(Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%), masih belum 

mencapai target tahun 2021 sebesar 76 persen, namun terjadi 
peningkatan di tahun 2022 untuk itu perlu perhatian khusus agar target 
yang telah ditentukan bisa tercapai. selain itu dapat dilihat juga bahwa 

pada tahun 2021 dan 2022 indikator Total Fertility Rate (TFR) telah 
mencapai target yang ditetapkan dalam P-RPJMD dari 3,04 menjadi 2,60. 

 

3. PANGAN 

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 
terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 
dari 87.2 poin menjadi 90.8.2 poin, tren ini terus meningkat setelah 

mengalami penurunan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya 
pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memfokuskan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan utama, kenaikan skor PPH dari tahun 2021 
sampai tahun 2023 ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam 
hal diversifikasi pangan atau penganekaragaman konsumsi pada 

masyarakat di Sumatera Utara.  

Tabel. 2.47  
Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan  

Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 
 

No. Indikator 
Realisasi (Ton) 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 

Skor Pola 
Pangan 

Harapan 

(PPH) 

89,60 83,77 85 87.2 90.9 

2 
Produksi 
Daging (ton) 

256,325.14 219,545.30 222,421.07 248,825.52 277,221.71 

3 
Produksi 

Telur (ton) 
264,172.44 472,653.56 479,436.25 516,701.64 564,676.86 

4 
Produksi 

susu (ton) 
3.489,84 5.150,72 8,745.02 8,953.31 9,234.42 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas 
Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023 
*) Angka Sementara 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023 produksi 

daging dari tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang cukup baik 
hanya pada tahun 2020 produksi daging mengalami penurunan yang 

diakibatkan penurunan konsumsi daging akibat pandemi covid 19 yang 
membuat masyarakat lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan 
pangan utama, dapat dilihat pada tahun 2019 produksi daging sebesar 

256.325.14 Ton mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 
219.545.30 Ton pada tahun 2021 produksi daging kembali membaik 
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dengan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 menjadi 
sebesar 222.421.07 Ton, pada tahun 2022 produksi daging kembali 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 248.825 Ton dan pada tahun 
2023 produksi daging meningkat 11 persen dibandingkan capaian tahun 
2022 yaitu sebesar 277,221.71 Ton.  

Untuk produksi telur dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan 
produksi yang baik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 produksi telur 

sebesar 264,172.44 Ton dan dari tahun 2020 mengalami peningkatan 
yang signifikan menjadi sebesar 472,653.56 Ton dikarenakan salah 
satunya adanya perubahan penghitungan produksi dari Kementerian 

Pertanian, pada tahun 2021 produksi telur mencapai 479,436.25 Ton 
meningkat dibandingkan capaian tahun 2020, pada tahun 2022 produksi 
telur terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 516,701.64 Ton, dan 

pada tahun 2023 produksi telur meningkat 9 persen menjadi sebesar 
564,676.86 Ton. Kemudian untuk produksi susu juga terus mengalami 

peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada 
tahun 2019 produksi susu sebesar 3.489,84 Ton dan pada tahun 2023 
produksi susu meningkat menjadi sebesar 9,234.42 Ton, dari data di atas 

menunjukkan bahwa kebutuhan untuk ketahanan pangan di Provinsi 
Sumatera Utara sudah cukup baik. 

 

4. LINGKUNGAN HIDUP 

Ketercapaian Pembangunan Lingkungan Hidup di dukung oleh Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana IKLH Pada Tahun 2019 IKLH 
mencapai sebesar  68,20 poin dari 68,00 poin, pada Tahun 2020 mencapai 

71,15 terus mengalami perbaikan 71,15 dan  terus mengalami perbaikan 
pada Tahun 2022 yaitu sebesar 74,11 poin, dan pada tahun 2023 IKLH 
mengalami penurunan sedikit menjadi sekitar 72,80 poin. Nilai IKLH 

Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Tabel. 2.48  
Capaian Indikator Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 
 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 IKLH 68,2 69,37 71,15 74,11 72,80 

2 IKU 86,6 89,30 89,55 89,69 90,90 

3 IKA 78,8 80 53,72 61,20 60,27 

4 IKTL 46.45 46.45 48,84 48,69 49,77 

5 IKAL - -  85,19 68,56 

6 
Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca 

21.08 22.07 24,99 25,16 29,05 

Sumber : Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2023  
*) Angka Sementara 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas 
lingkungan hidup mengalami fluktuasi peningkatan baik dari indeks 

kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan 
lahan. Untuk indeks kualitas air laut, dihitung mulai tahun 2021 dengan 
memperhatikan parameter yang dibutuhkan untuk menentukan indeks 

kualitas lingkungan hidup. Untuk tahun 2023 ada beberapa indikator 
yang mengalami penurunan yaitu indikator kualitas air dan indikator 

kualitas air laut, seperti indikator kualitas air pada tahun 2023 mencapai 
60,27 poin capaian ini menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 
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sebesar 61,20 poin, indikator kualitas air laut pada tahun 2023 mencapai 
68,56 poin menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang 

sebesar 85,19 poin.  

Indikator kualitas udara dan indikator kualitas tutupan lahan pada 
tahun 2023 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan capaian pada 

tahun 2022 ini dapat dilihat pada indikator kualitas udara pada tahun 
2023 mencapai 90,90 poin meningkat dibandingkan capaian pada tahun 

2022 yang hanya mencapai 89,69 poin, dan untuk indikator kualitas 
tutupan lahan pada tahun 2023 mencapai 49,77 poin meningkat 
dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 48,69 poin. 

 

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan  Pencatatan Sipil 
dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.49  
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan  

Pencatatan Sipil 2019-2023 
 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

Persentase Cakupan 

Layanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan 
Sipil 

91.78 88.89 85.32 84.75 84.75 

Persentase Cakupan 

Perekaman dan 

Kepemilikan KTP-El 

91.78 98.91 95.83 92.96 92.96 

Persentase Cakupan 

Kepemilikan Akta 

Kelahiran Anak Usia 10-
18 Tahun 

75.33 78.63 85,93 90.55 90.55 

Persentase Cakupan 

Kepemilikan Akta 

Kematian dan peristiwa 

kematian yang dilaporkan 

100 100 100 100 100 

Persentase Cakupan 

Kepemilikan Buku 

Nikah/Akta Perkawinan 
pada semua pasangan 

yang perkawinannya 

dilaporkan 

100 100 100 100 100 

Persentase Kepemilikan 

Akta Perceraian pada 

semua Individu yang 
perceraiannya dilaporkan 

100 100 100 100 100 

Persentase Penerbitan KIA 

dalam Pelayanan Admin 

duk 

- - 30% 25 25 

Persentase Jumlah OPD 

Provsu dan Lembaga 

pengguna yang 

menandatangani 
Kerjasama pemanfaatan 

data kependudukan skala 

Provinsi untuk Pelayanan 

Publik dalam rangka 

pembangunan desa dan 
penataan kota berbasis 

NIK 

30% 32% 65.30 85.71 85.71 
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Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

Penyajian Data 
Kependudukan Skala 

Provinsi 

3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 3 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 
30% 32% 

65.30% 

(32 OPD) 
42 42 

   Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2021 *) Angka Sementara 

  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 

berada di bawah target provinsi Sumatera utara yang telah ditetapkan 
di dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-

2023, dan terdapat 4 (empat) target yang telah memenuhi target pada 
tahun 2021. Sementara di tahun 2022 terdapat 6 (enam) target indikator 
yang telah terpenuhi. Belum terpenuhinya target capaian secara 

menyeluruh adalah karena kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki 
kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan 

administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja 
provinsi dan    masih perlu untuk ditingkatkan, serta pentingnya 
dorongan membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya 

dokumen admin duk. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana 
admin duk di Kabupaten/Kota juga masih menjadi perhatian. 

 

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa 
dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, 

masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan 
mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses 
pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang 

berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan 
kualitas sumber daya manusia di desa. Capaian indikator 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 

Tabel. 2.50  

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2023 
 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) dan 
Lembaga Adat Desa (LAD) yang aktif 

- 19 34 30 30 

Persentase Aparatur Pemerintahan 

Desa yang dilatih dalam pengelolaan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

- 26 36.22 4.63 4.63 

Jumlah BUMDES maju - 21 25 25 25 

Jumlah Desa Mandiri  4 7 31 31 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2022 
*) Angka Sementara 

  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2021 tidak tercapai 

hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja penyelenggara yang 
disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk 

pemerintah kabupaten/kota selain itu untuk BUMDES maju masih 
kurangnya antusias daripada masyarakat dan OPD Kabupaten dalam 
meningkatkan perekonomian di desa melalui pengembangan  BUMDES 
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yang ada  di desa. Namun pada tahun 2022 target untuk indikator  Desa 
Mandiri telah tercapai, sebaliknya jika dilihat indikator lainnya pada 

tahun 2022, secara realisasi targetnya belum tercapai. Adapun 
hambatan dalam pencapaian ini adalah masih rendahnya koordinasi 
dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes, SDM 

aparatur desa dan kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan 
provinsi, khususnya di desa yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan. 

 

7. PERHUBUNGAN 

Untuk mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dapat 

dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut: 

Tabel. 2.51  

Capaian Indikator Perhubungan 
Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 

 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Persentase Ketersediaan 

Fasilitas Keselamatan Jalan 

39.32 39.32 39.92 60.63 60,63 

2 Persentase Konektivitas 
Simpul Angkutan Jalan 

- - 33,33 23,08 23,08 

3 Persentase Konektivitas 

Jaringan Trayek Angkutan 

Jalan 

- - 71,99 79.22 79.22 

4 Persentase Konektivitas 

Jaringan Trayek Angkutan 

Danau dan Penyeberangan 

- - 8,35 73,81 73,81 

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2022 *) Angka Sementara 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2021 - 2022 tidak 
dapat tercapai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya 
penyerahan aset yang menjadi kewenangan provinsi, belum 

maksimalnya perencanaan masing-masing sektor perhubungan dan 
minimnya integrasi pelayanan antar Moda, belum maksimalnya 
pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan 

pergerakan orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi wilayah serta belum tersedianya perencanaan kebutuhan 

Fasilitas keselamatan jalan. 

 

8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung 

pencapaian clean goverment dan good goverment melalui  e-goverment. 
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) 
sub urusan, yaitu  Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi 
Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.52  

Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Utara 

 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1 
Persentase Cakupan 
Pengelolaan Komunikasi dan 
Informasi Publik 

89 74 92 98 100 

2 
Persentase Rasio sistem 
pelayanan berbasis Online 

20 44 57 75 92,80 

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2022 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2019 - 2023 target dan 
capaian indikator terus meningkat sehubungan dengan peningkatan 

infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika yang hampir 
merata di perkotaan Provinsi Sumatera Utara. 

 A. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE telah ditetapkan. SPBE 

mempunyai tujuan utama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang berbasis, efektif, transparan dan akun tabel serta pelayanan publik 

yang berkualitas dan terpercaya.  

Berdasarkan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan 
yang sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai indeks sebesar 2,81 
menjadi 3,21 pada tahun 2023 yang termasuk ke dalam kategori 

predikat “Baik”. 

Tabel. 2.53  

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
 

Indikator 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

2,96 2,96 2,77 2,81 3,21 

       Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kementerian PAN dan RB, 2023 

 

 B. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
merupakan ukuran  standar tingkat pembangunan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu 
dan antar wilayah. Selain itu IP-TIK juga mampu mengukur 
pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur GAP digital atau 

kesenjangan digital antarwilayah serta mengukur potensi pembangunan 
TIK.  

Dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang 
terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub indeks akses dan infrastruktur 
TIK, sub indeks penggunaan TIK, dan sub indeks keahlian TIK. 

Pembangunan TIK Provinsi Sumatera Utara menunjukkan 
perkembangan positif dari tahun 2021 dengan nilai indeks IP-TIK 
sebesar 5,75 poin meningkat dengan nilai menjadi 5,9 poin pada                   

tahun 2022. 
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Tabel. 2.54   
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

Indikator 
TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks 
Pembangunan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

4,94 5,19 5,44 5,75 5,9  

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022 
 

9.  KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 Capaian Indikator usaha Kecil dan Menengah  Provinsi Sumatera 

Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.55  

Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil Menengah 
 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Pertumbuhan 

Wirausaha Baru 
(dalam RKPD) 

1.000 1117 213 Usaha 

Mikro, 155 
Usaha Kecil 
dan 77 
Usaha 

Menengah 

250 Usaha 

Mikro, 250 
Usaha Kecil 
dan 80 
Usaha 

Menengah 

200 167 Usaha 

Mikro, 88 
Usaha 
Kecil dan 
21 Usaha 

Menengah 

250 167 

Usaha 
Mikro, 88 
Usaha 
Kecil dan 

21 Usaha 
Menengah 

250 167 

Usaha 
Mikro, 88 
Usaha 
Kecil dan 

21 Usaha 
Menengah 

2 Persentase 

Peningkatan 
Penjualan 
Produksi 
Koperasi, Usaha 

Kecil, dan 
Menengah yang 
difasilitasi 
pemasarannya 

(dalam RKPD) 

5,00 6,31 

(1206,
2) 

1,50 1,5 2,00 7,87 

 

2,50 7,87 

 

2,50 7,87 

 

3 Persentase 
Koperasi, Usaha 

Kecil, dan 
Menengah yang 
difasilitasi 
usahanya (dalam 

RKPD) 

5,00 2 (40) 3,50 2,1 2,00 8,79 
 

2,50 8,79 
 

2,50 8,79 
 

4 Persentase 
koperasi aktif 

yang mengakses 
permodalan. 

5,00 - - - 2,00 - 2,50 7,91 2,50 - 

5 Persentase 
jumlah Usaha 

Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang 
mendapat 

sertifikasi Hak 
atas Kekayaan 
Intelektual, 
Industri Rumah 

Tangga, Halal, 
dan Badan 
Pemeriksa Obat 
dan Makanan  

50 64 - - 20 164 25 164 25 164 

6 Persentase 
Perolehan 
Sertifikat Nomor 
Induk Koperasi  

60,00 39,86 
(66,43) 

- - 25,00 27,7 35,00 27,7 35,00 27,7 

7 Persentase 
Jumlah Koperasi 
Melaksanakan 

35,00 23,46 
(67,03

0 

- - 30,00 19,24 35,00 19,24 35,00 19,24 
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No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023* 

Rapat Anggota 
Tahunan 

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2022 *) Angka Sementara 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Koperasi Sumatera 
Utara mengalami peningkatan, dan persentase koperasi Aktif di 

Sumatera Utara mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 
sebesar 41,12 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
koperasi aktif tahun 2021 yaitu sebesar 40,05 persen. Hal ini disebabkan 

oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian masyarakat akibat 
upaya-upaya yang dilakukan pasca pandemi Covid-19. 

 

10.  PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 

 Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera 
Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode 2019-2023 

mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian Indikator Penanaman Modal 
dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 

Tabel. 2.56  
Capaian Indikator Penanaman Modal 2019-2023 

 

Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 

Investor PMDN (dalam 

RKPD) 
Investor 1.243 4.220 4.186 9.146 17.278 

Investor PMA (dalam 

RKPD) 
Investor 805 1.465 690 1.613 3.036 

Nilai Investasi PMDN Rp Triliun 19,74 18,18 18,48 22,78 21,57 

Nilai Investasi PMA Rp Triliun 5,63 14,03 8,47 18,88 17,48 

Jumlah Tenaga Kerja 
Indonesia PMDN 

Orang 10.265 25.880 22.568 25.682 67.373 

Jumlah Tenaga Kerja 

Indonesia PMA 
Orang 4.739 5.297 6.118 6.702 8.857 

Kenaikan/Penurunan 

Nilai Realisasi Investasi 

(PMDN) 

Persen 19,5 37 1,62 23,29 -5,31 

Jumlah Izin yang terbit 

(dokumen izin) 
Dokumen 3527 2694 1.511 1.565 2.065 

 Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2023 
 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator penanaman 

modal Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian 

realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp. 39,057 triliun, menurun 
6,28% dibandingkan tahun 2022 (year-on-year) dengan capaian sebesar 
Rp. 41,675 triliun. Sementara itu, terjadi peningkatan pada jumlah 

tenaga kerja Indonesia PMDN dengan capaian 67.373 orang (meningkat 
sebesar 162,33%) dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebanyak 

25.682 orang, dan jumlah tenaga kerja Indonesia PMA tercatat sebanyak 
8.857 orang (meningkat sebesar 32,15%) dibandingkan tahun 2022 
dengan capaian sebanyak 6.702 orang. 

 

11.  KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

 Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang 
berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan 

kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan 
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berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel. 2.57  

Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga 2019-2023 
 

Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase  Organisasi 

Pemuda yang Aktif 
12.6 17.8 73 10,50 23,15 

Persentase Wirausaha Muda 12 17 38 16,40 5 

Persentase Pembinaan 

Cabang Olahraga Berprestasi 
54.9 53,7 53,7 0,97 92,31 

Persentase Pelatih yang 

bersertifikat 
- -  21.63  

Persentase Pembinaan Atlet 

Pelajar 
70 71 60.06 57.53 51,67 

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 hanya ada 1 
(satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang telah 
ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera 

Utara 2019-2023 yaitu persentase Pembina cabang olahraga berprestasi, 
sementara indikator lain pada tahun 2022 belum menunjukkan 
perkembangan yang membaik, sehingga diperlukan kerja keras untuk 

mencapai target pada tahun berikutnya. 

 

12.  STATISTIK 

 Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung 
kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat 
dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.  

Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

 Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan 
kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang 

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi 
tertentu dengan tujuan  untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang 

akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan 
dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan 
antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam 

pelaksanaan. 

 Untuk capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera 
Utara dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.58  
Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 
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1 
Data Statistik 
Sektoral 

69 69 69 92 100 

Sumber : Diskominfo Provsu, 2022 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data 
Statistik Sektoral  pada tahun 2022 sebesar 92% telah melampaui dari 

target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data 
sektoral pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

 

13.  PERSANDIAN 

 Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan 

Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu : 

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 
Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan 

Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan 
Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan 

Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 
Kabupaten/Kota; 

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah 

provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan 
Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan 
Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.59  

Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan 
Pengamanan Informasi dan Persandian 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Pintasi Perangkat Daerah 

yang memahami Persandian 

dan Keamanan Informasi 

10 10 10 61 100 

 Sumber : Diskominfo Provsu, 2022 

 

 Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang 

telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 
(lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo Provsu, 
BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat. Indikator ini juga merupakan 

bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.  

 

14.  KEBUDAYAAN  

 Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan 
masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan 

terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya 
yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah 
penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan 

yang sangat drastis. berkurangnya aktivitas masyarakat, ditindaklanjuti 
dengan melakukan kegiatan pemeliharaan beda, situs dan Kawasan 
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cagar budaya. Terbatasnya kunjungan masyarakat di Kawasan budaya 
menjadi momentum untuk memperbaiki benda, situs dan Kawasan 

cagar budaya di Sumatera Utara. Capaian Indikator kebudayaan dapat 
dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel. 2.60  
Capaian Indikator Kebudayaan 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Penyelenggaraan Festival 

Seni dan Budaya 
55 10 10 6 8 

2 

Benda, Situs Dan 

Kawasan Cagar Budaya 
Yang Dilestarikan 

- - 2 7 10 

3 
Jumlah Cagar Budaya 

yang ditetapkan 
10 2 2 13 14 

Sumber :  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2022 

 Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya di Sumatera 

Utara menunjukkan bahwa adanya indikasi bahwa kecenderungan/ 
minat penduduk yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya 
sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi 

mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di 
Sumatera Utara belum memberikan reward yang menjanjikan untuk 

para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi 
kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini. 

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa 

ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung 
proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara 
itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas 

pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, 
penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, 

dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada 
dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya 
indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif 

mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah 
terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. 

 

15.  PERPUSTAKAAN 

 Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah 
melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang 
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, 

mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga 
perpustakaan, pustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh 

wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah 
pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional 
Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga 

perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota 
perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. 
Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel. 2.61  

Capaian Indikator Perpustakaan 2019-2023 
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Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

- 9.75 0.4 20.7 16.5 

Sumber :  Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat tahun 2023 tercapai 100% dengan target 16.5 poin dan 
realisasi 16,5 poin. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

menunjukkan tren peningkatan pada 2023 terhadap 2020, dan kondisi 
ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD 

Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. 

 

16.  KEARSIPAN 

 Kearsipan atau Records Management adalah sistem yang 

dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. 
Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan 
informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam 

tiap organisasi. Sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk 
mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang 
dianggap penting bagi suatu organisasi. Efektif atau tidaknya suatu 

sistem kearsipan tergantung pada rancangan sistem itu. Rancangan 
sistem mengidentifikasi dan menyeleksi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, serta menerapkan cara pengaturan dan pencarian 
Kembali. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat 
dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.62  
Capaian Indikator Kearsipan, 2019-2023 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase Perangkat 
Daerah Yang 
Mengelola Arsip 
Secara Baku 

20 6.12 47 49 50 

Peningkatan SDM 
Pengelola Kearsipan 

15.432 65 71 86 103 

Sumber : Dinas Perpustakan dan Arsip, 2021 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase 
perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik/baku dan 
peningkatan SDM Pengelola Kearsipan menunjukkan tren peningkatan 

sejak tahun 2019 hingga 2023, pada Tahun 2022 hingga 2023 telah 
mengalami Peningkatan sebanyak 2.04% pada masing-masing indikator 

dan kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada 
Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. 

 

2.1.3.3 Urusan Pilihan 

1. PARIWISATA 

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat 
dilihat dari beberapa indikator diantaranya Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PDRB, dengan capaian sebagai berikut: 

Tabel. 2.63  
Kontribusi sektor Pariwisata 

 

No. Indikator 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1 Kontribusi sektor 
Pariwisata  

7,46 6,66 6,22 6,47 3,83 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi 
sektor pariwisata di Sumatera Utara masih belum dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang 
paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor-sektor 
ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata yang terdampak antara 

lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan 
akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga 

eceran.  

Selain hal tersebut di atas terdapat indikator kinerja yang mendukung 
sektor pariwisata.  Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.64  
Capaian Indikator Pariwisata 2019-2023 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor Pariwisata 

terhadap PDRB 
7,46 % 6,66 % 6,23 % 6,47 % 7,16 % 

Lama Kunjungan Wisata 1,38 hari 1,15 hari 1,30 hari 1,48 hari 1,51 hari 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan Mancanegara  

236.198 

orang 

45.902 

orang 

240 

orang 

27.336 

orang 

197.015 

orang 

Jumlah destinasi pariwisata 
provinsi yang dikembangkan  

2 DPP 1 DPP 10 DPP 10 DPP 10 DPP 

Sumber :  Dinas Kebudayaan & Pariwisata, BRS BPS Sumatera Utara 2023 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara pada Tahun 2023 sebanyak 197.015 orang. Jumlah ini 
meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 - 2022 (masa pandemi 
covid 19). Akan tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

Tahun 2019 sebelum pandemi (236.198 orang). Sejalan dengan itu, 
Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2023 

mengalami peningkatan menjadi 7,16% jika dibandingkan dengan Tahun 
2020 – 2022 (masa pandemi). Akan tetapi mengalami penurunan 
dibanding Tahun 2019 (7,46%). Sementara itu, rata-rata lama 

kunjungan wisata Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1,51 
hari, paling tinggi dibanding Tahun 2019 – 2022.  

 

2. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  

Capaian Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.65     

Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura                                           
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 

 

PRODUKSI 

(TON) 
2019 2020 2021 2022 2023*) 

PADI 4.693.562,74 4.200.112,30 3.925.505,47 3.992.474,00 4.049.437,81 

JAGUNG 1.960.423,85 1.965.444,22 1.701.235,36 1.801.145,00 1.898.955,34 

KEDELAI 9.626,73 4.003,26 1.612,58 8.214,00 15.692,72 

CABAI MERAH 155.834,60 154.008,30 193.861,69 216.191,00 217.917,27 
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CABAI RAWIT 39.825,90 49.245,90 61.160,11 40.541,72 86.880,23 

BAWANG 

MERAH 
16.336,80 18.071,66 29.222,12 41.235,00 65.585,18 

BAWANG 

PUTIH 
58,7 974,9 1338,7 20,5 6.119,03 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura, 2023 
*)Angka Sementara 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 7 komoditi Produksi 
pada Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dilihat pada tahun 2019-

2023 produksi tanaman pangan dan hortikultura terus mengalami 
perkembangan yang cukup baik hanya mengalami penurunan yang tidak 

terlalu signifikan ini dapat dilihat pada tahun 2020 dan tahun 2021, 
faktor yang menyebabkan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mengalami penurunan antara lain seperti adanya perubahan iklim 

seperti banjir yang menyebabkan beberapa daerah mengalami gagal 
panen, kemudian serangan hama yang juga menyebabkan produksi yang 

tidak maksimal, walaupun mengalami penurunan namun tetap dapat 
mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pada 
tahun 2022 dan tahun 2023 produksi Tanaman Pangan dan 

Hortikultura mulai mengalami peningkatan seperti komoditas padi 
produksi pada tahun 2022 mencapai 3.992.474,00 Ton meningkat 
dibandingkan capaian produksi pada tahun 2021 yang mencapai 

3.925.505,47 Ton dan pada tahun 2023 produksi padi meningkat 1,4 
persen menjadi sebesar 4.049.437,81 Ton. Untuk komoditas jagung juga 

meningkat terlihat dari produksi pada tahun 2022 mencapai sebesar 
1.801.145,00 Ton meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2021 
yang sebesar 1.701.235,36 Ton, dan pada tahun 2023 meningkat 5,4 

persen menjadi sebesar 1.898.955,34 Ton. Selanjutnya untuk komoditas 
Hortikultura seperti cabai merah pada tahun 2022 produksinya 

mencapai 216.191,00 Ton meningkat dibandingkan capaian produksi 
pada tahun 2021 yang sebesar 193.861,69 Ton, dan pada tahun 2023 
produksi cabai merah meningkat 0,7 persen menjadi sebesar 217.917,27 

Ton. Produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura kembali 
mengalami peningkatan salah satunya dikarenakan intervensi 
pemerintah dalam memberikan bantuan benih dan penanganan masalah 

hama pertanian. 

 

3. PERKEBUNAN 

Dari luas areal perkebunan adalah  2.167.639,02 Ha sebesar  

1.189.207,48 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi 
utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Sementara 
itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai 

berikut: 

Tabel. 2.66  

Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 
 

Indikator (Ton) 2019 2020 2021 2022 2023*) 

Produksi 7,953,702.74 7,766,705.00 8,025,099.87 8,370,649.09 
8,561,276.5

0 

Kelapa Sawit 7,006,986.36 7,199,750.00 7,451,890.91 7,789,009.11 
7,969,081.8

2 

Karet 309,973.00 310,016.00 310,018.00 310.020,00 310,700.00 

Kopi Arabika 66,831.00 67,469.00 71,588.00 76,528.00 79,401.00 

Kopi Robusta 8,091.00 9,128.00 9,283.00 9,922.00 10,578.00 

Kelapa 99,132.00 99,972.00 100,036.00 101.964,96 102,717.45 

Kakao 34,792.00 35,696.00 36,310.00 35,299.43 37,912.00 
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Indikator (Ton) 2019 2020 2021 2022 2023*) 

Komoditi Lainnya 44,190.34 44,674.00 45,973.96 47,905.60 50,886.23 

Produktivitas 
komoditi 
Perkebunan (%) 

2.02 3.71 2,02 2,12 0.29 

NTP (poin) 95.13 125.02 145.58 152.28 159.17 

PDRB (%) 10.58 10.08 10,58 10,68 13.92 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu 2023 
*)Angka sementara 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan 
rakyat secara umum dari tahun 2019 sampai tahun 20223 mengalami 
perkembangan yang cukup baik, dari data di atas produksi kelapa sawit, 

karet, kopi dan kelapa terus mengalami peningkatan dari capaian pada 
tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit produksinya mencapai 

7,006,986.36 Ton dan pada tahun 2023 produksi kelapa sawit sudah 
mencapai 7,969,081.82 Ton, untuk komoditas karet pada tahun 2019 
produksi mencapai 309,973.00 Ton, dan pada tahun 2023 produksi 

karet mencapai 310.020,00 Ton, untuk komoditas kopi baik kopi arabika 
dan kopi robusta produksinya terus mengalami peningkatan ini dilihat 
pada tahun 2019 produksi kopi arabika sebesar 66,831.00 Ton dan pada 

tahun 2023 produksinya meningkat menjadi sebesar 79,401.00 Ton, dan 
untuk kopi robusta pada tahun 2019 produksinya sebesar 8,091.00 Ton 

dan pada tahun 2023 produksi kopi robusta mencapai sebesar 10,578.00 
Ton. Khusus untuk komoditas kakao produksi dari tahun 2019 sampai 
2023 mengalami fluktuasi dikarenakan salah satunya masih adanya 

penyakit yang menyerang kakao sehingga membuat buah yang 
dihasilkan tidak maksimal, sehingga menurunkan minat petani 

menanam tanaman kakao. 

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman 
perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga 

diperlukan adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui 
replanting, kemudian karena serangan penyakit pada tanaman 

perkebunan yang membuat hasil produksi perkebunan tidak maksimal. 
Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya 
kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi 

perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

4. KEHUTANAN 

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara  seluas 

1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No. 306/2018) dan program 
perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 
3511/2018). pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus 

direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada 
tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 
275.711 Ha, pada tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.233, 

keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis terus menurun dan pada 
tahun 2023 capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 

271.056 Ha. 

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 
2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha 

turun pada tahun 2023  penanganan kerusakan hutan sudah mencapai 
seluas 54.350 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat 

kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan 
dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta 
pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan 
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berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Adapun capaian 
Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel. 2.67  
Capaian Indikator Kehutanan 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Rehabilitasi Hutan 
Dan Lahan Kritis (Ha) 

275.711 275.233 275.251 271.666 271.056 

Kerusakan Kawasan 
Hutan (Ha) 

60.500 59.895 57.455 55.976 54.350 

Kontribusi Sektor 

Kehutanan Terhadap 
PDRB (%) 

0,8 0,83 0,78 0,74 0,73 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu 2023 
 

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, 
yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah 

pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki banyak 
potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi hydro, 
Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah 

pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat 
menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. 

Capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera 
Utara adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.68  

Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 
 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Rasio Elektrifikasi (%) 98,8 100 99.99 99.99 99.99 

2 
Persentase Desa yang teraliri 
Listrik (%) 

98,22 98,66 98,50 99.52 98.89 

3 
Persentase Usaha tambang 
sesuai kewenangan Provinsi 
yang tidak melanggar Perda (%) 

8.74 72,95 75,82 80,16 64,12 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Provsu Tahun 

2022 
 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi 

Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 
Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 98.22%, pada tahun 

2020 meningkat menjadi 98.66% namun pada tahun 2021 Rasio 
Elektrifikasi mengalami penurunan yang mana dikarenakan adanya 
perubahan perhitungan sehingga pada tahun 2022 menurun menjadi 

99,99% dan pada tahun 2023 rasio elektrifikasi tidak mengalami 
perubahan tetap pada 99,99%. ini merupakan gabungan dari Rasio 
Elektrifikasi PLN dan Non PLN. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Desa yang teraliri 
listrik sebesar 98,22 persen, persentase tertinggi di tahun 2022 sebesar 

99,52 persen dan mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 98,89 
persen. 

 



 

RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025                                                                                                 II-75 
 

6. PERDAGANGAN 

Pembangunan Perdagangan dalam Perekonomian memiliki peran 

strategis yaitu mendukung kelancaran barang dan jasa, pemenuhan 
kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga 
kompetitif, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, 

dan peningkatan serta pemerataan pendapatan. Sektor Perdagangan 
saling berkaitan dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi 

(pertanian, industri, dan perdagangan), sektor keuangan, sektor 
perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Capaian Indikator 
Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.69  
Capaian Indikator Perdagangan 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Laju Pertumbuhan Sektor 

Perdagangan terhadap 

PDRB ADHK 

6,93 -1,87 3,62 6,56 5,81 

2 
Ekspor Non Migas 1,23 8.086.221 8.086.221 8,092,923 9.678,85 

Sumber : Disperindag ESDM Provsu 2024 
 

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada 
Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,81%, kondisi ini 
menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 

8,00%, Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu menjadi 3,62%, 
kondisi ini terus membaik hingga 2022 mencapai 6,4 persen. 

 

7. PERINDUSTRIAN 

Pertumbuhan Perindustrian di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat 
dari capaian Indikator Perindustrian sebagai berikut: 

Tabel. 2.70  

Capaian Indikator Perindustrian 
 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Laju Pertumbuhan 
Sektor Industri terhadap 
PDRB ADHK 

1,23 
(37,6) 

-0,84 
(25,5) 

1,43 1,98 3,44 

2 
Laju Pertumbuhan 
Sektor Perdagangan 
terhadap PDRB ADHK 

8,00 -1,87 NA NA 5,43 

 Sumber :  Disperindag Provsu 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat Pada Tahun 2023 Laju 
pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar -3,44%, 
Kondisi ini meningkat Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang 

tercatat sebesar 1,23% dan menjadi nilai tertinggi di antara lima tahun 
terakhir. 

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia 
yang memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap 

maupun perikanan budidaya. Capaian indikator kelautan dan perikanan 
dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 2.71  

Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan 2019-2023 
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No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Produksi Perikanan 

Tangkap 
434,254.10 486,955.13 439.657,63 449.571,71 482.343,25 

2 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

221,198.2 227,235.2 214,135.6 217.945,5 215,044.4 

3 
Angka Konsumsi 

Ikan (Kg/Kap/Thn) 
46.91 45.5 47,84 49.15 49.79 

4 Nilai Tukar Nelayan 102 100 104,28 106,39 106.06 

 Sumber :  Dinas Kelautan Perikanan Provsu 2023 
 

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 
terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2021 produksi 
perikanan tangkap mengalami penurunan yang sebesar 439.657,63 Ton 

menurun dibandingkan capaian produksi pada tahun 2020 yang 
mencapai 486,955.13 Ton, namun pada tahun 2022 produksi perikanan 
tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 449.571,71 Ton dan pada 

tahun 2023 produksi perikanan tangkap meningkat 7 persen menjadi 
sebesar  482.343,25 Ton. Namun untuk produksi perikanan budidaya 

pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian 
pada tahun 2022, pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya 
mencapai sebesar 215,044.4  Ton menurun dibandingkan capaian pada 

tahun 2022 yang sebesar 217.945,5 Ton, penurunan produksi ini 
dikarenakan mulai ditertibkannya keramba jaring apung (KJA) di kawasan 
Danau Toba. kemudian untuk angka konsumsi ikan juga mengalami 

perkembangan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan karena 
awal tahun 2020 nelayan tidak melaut selama 4 bulan dan pembudidaya 

ikan tidak menjalankan budidaya ikan karena harga pakan yang tinggi, 
selain itu daya beli masyarakat untuk konsumsi ikan juga menurun 
namun dari tahun 2021 angka konsumsi ikan kembali mengalami 

peningkatan dan sampai pada tahun 2023 angka konsumsi ikan 
mencapai 49.79 Kg/Kap/Thn, capaian ini mengalami peningkatan 

dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar  49.15 Kg/Kap/Thn. 
Peningkatan angka konsumsi  ikan ini salah satunya diakibatkan dengan 
semakin digalakkan promosi gemar makan ikan di masyarakat sehingga 

mampu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. 

 

2.1.3.4  Urusan Penunjang 

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN  

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat 
penting & strategis, karena dengan perencanaan akan bisa melihat daerah 
akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan 

sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan 
yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang 
akurat, valid dan akun tabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan 

ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Capaian 
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.72  
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2019-2023 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Tingkat Pengendalian 
Target Capaian 
Pembangunan Daerah 

78 85 85 85 95 
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2 
Tingkat Konsistensi 
Prioritas Perencanaan 
Pembangunan ke dalam APBD 

- - 100 100  

Sumber :  Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2022 
 

2. KEUANGAN 

Provinsi Sumatera Utara memantapkan  komitmennya  untuk 
mencapai  good goverment  dalam  pengelolaan  pemerintahan.  Kerja keras  

ini  membuahkan  hasil dengan  meraih  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  
(WTP)  untuk  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah (LKPD). 

Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah 
Provinsi Sumatera hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian 
Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.73  
Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provsu 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Opini BPK 

Terhadap Laporan 

Keuangan 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 

Penyusunan 

Laporan 

Pertanggung 

jawaban 

- Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 

Persentase tanah 
milik pemprovsu 

yang disertifikasi 

- - 29,63 13 22,84 

Persentase laporan 

Aset daerah yang 

disusun 

100 100 100 75 100 

Persentase SK 

Gubsu atas 
evaluasi APBD, P. 

APBD dan 

Pertanggung 

jawaban 

pelaksanaan APBD 

Kab/Kota 

- - 100 70 100 

Sumber :  BKAD Provinsi Sumatera Utara 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator 

pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan P. RPJMD 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, pada indikator  Opini BPK 
Terhadap Laporan Keuangan, Penetapan APBD dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban dan Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P. 
APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota  tercapai. 

Pada Indikator Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang Disertifikasi 
belum mencapai target yang ditentukan pada P. RPJMD Tahun 2019 – 
2023 yaitu 22,84%, demikian juga pada indikator Persentase laporan Aset 

Daerah yang disusun belum mencapai target. Selain itu sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 

tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 
2023 Nomor 34 yaitu Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera 
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utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah (GWPP), 
sampai dengan tahun 2021 diketahui 25 atau 75,75 persen dari 33 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

 

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan 

mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya 
untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi 

diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar 
kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil 

ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, 
diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan 

daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.74  

Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
 

Indikator 2019 2020 2021 2022)* 2023 

Persentase PAD terhadap 

Pendapatan 
44,05 42.,82 45,62 57,60 56,82 

Persentase Kenaikan Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dari Tahun Sebelumnya 

-4,72 -5,80 14,95 12,60 -0,015 

Persentase kenaikan Penerimaan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dari Tahun sebelumnya 

1,15 -8,67 32,10 16,15 0,126 

Persentase Kenaikan Penerimaan 

Pajak Air Permukaan dari tahun 
sebelumnya 

42,34 9,89 -31,32 297,46 -0,278 

Persentase Kenaikan Pajak Rokok 

dari tahun sebelumnya 
-3,13 33,40 -4,55 14,74 -0,021 

Sumber : BKAD LRA Provsu TA 2018 – 2019 (Data diolah);  
)* LRA Sementara TA. 2023 Un Audited 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran pencapaian target 
indikator pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019 – 2022 

dapat tercapai.  

 

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu 
upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki 
keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5ibawah 
ini: 

Tabel. 2.75  

Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019-2023 
 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Rata-Rata Lama Pegawai 
mendapatkan Pendidikan dan 
pelatihan (jam) 

- - 9 JP 23,71 JP 23.2 JP 
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Persentase Pejabat ASN yang 
telah mengikuti Pendidikan 
dan pelatihan (persen) 

17.49 19.2 19.2 
132,50% 
(477 Org) 

83 

Persentase ASN yang 
mengikuti Pendidikan dan 
pelatihan formal 

- - 24% 
148,74% 

(12.643 Org) 
106,36 

Sumber : BPSDM  Provsu 2022 
 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pejabat ASN 

yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen) masih berada di 
bawah target yang telah ditetapkan sementara Rata-Rata Lama Pegawai 
mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam) telah tercapai. 

 

- KEPEGAWAIAN DAERAH 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur 
tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem 

Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, 

jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian 
Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri 

guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi 
pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera 
Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2.76  
Capaian Indikator Kepegawaian Daerah 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Nilai Sistem Merit (Poin) - 97.5 263.5 (B) 333.5 333.5 

Sumber : BKD Provsu 2023 
 

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar 

penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dimana pada 
tahun 2021 capaian nilai sistem merit adalah 263.5 (B) dan telah melebihi 

target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi 
Sumatera Utara 2019-2023. Pada Tahun 2022 target Nilai Sistem Merit 
yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis 2019-2023 adalah 

sebesar 300 poin. Pada Desember 2022 KASN telah melakukan penilaian 
penerapan sistem merit di seluruh Instansi, Kementerian, Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 333.5 poin dengan kategori sangat 
baik.  

 

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Penelitian pengembangan (Research & Development) didefinisikan 
sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan 

mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori 
dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian 
dan Pengembangan adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 2.77  
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase 

Pemanfaatan Hasil 

Kelitbangan 

20 20 30 75 60 

Persentase Kebijakan 
Inovasi yang 

Diterapkan di Daerah 

50 50 40 90 57 

Sumber : Bappelitbang, 2022 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 

Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ini mempunyai 
formulasi yaitu perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti 
dengan jumlah kelitbangan yang renja perangkat daerah dikali 100%. 

Untuk Tahun 2022 target penelitian yang ditindak lanjuti adalah 2 (dua) 
dari 4 (empat) penelitian yang dilaksanakan yang harus dicapai oleh 

Balitbang Provsu, dan dari hasil kegiatan penelitian untuk Tahun 2022 
ada 3 (tiga) kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti sehingga Balitbang 
sudah melampaui dari target yang ditetapkan dan penelitian tersebut 

adalah : 15 1. Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap keberhasilan 
pengelolaan desa wisata dan peningkatan jumlah desa mandiri, hasil 

penelitian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat 
Desa Provinsi Sumatera Utara. 2. Optimalisasi Link n Match SMK dengan 
Dudi dalam menghasilkan lulusan yang mandiri. Ini merupakan hasil 

penelitian di Tahun 2021 dan untuk Tahun 2022 adalah 
pengembangannya yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. 3. Sistem Informasi Cagar Budaya 
di kawasan Geopark Kaldera Toba yang dimanfaatkan oleh Dinas 
Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Sistem informasi cagar budaya 

juga dapat ditemukan di laman cagarbudaya.sumutprov.go.id yang 
berisikan tentang informasi objek-objek cagar budaya dan objek diduga 

cagarbudaya di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena Kawasan 
Geopark Kaldera Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Danau dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan untuk 
mengaplikasikan amanat UU CB dan UU Pemajuan Kebudayaan ini 
apakah telas diimplementasikan dengan baik.  

 2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  

Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 

dengan formulasi jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah 
inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Target untuk Tahun 2022 adalah 
50% yaitu ada 15 inovasi dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 

untuk tahun ini ada 27 inovasi yang terealisasi yaitu 90%, sehingga 
melebihi dari target yang ditetapkan dan ini merupakan usaha keras 

bersama OPD untuk mencapai target yang ditetapkan karena sesuai 
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2022 tentang 
Indeks Inovasi Daerah pada BAB V Pasal 10 ayat 2 menerapkan 2 (dua) 

inovasi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari 
komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN. 27 
inovasi tersebut yaitu : 

1) Integrasi pelayanan digital Sumatera Utara melalui Smart Portal 
Sumut Smart Province Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi 
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Sumatera Utara; 
2) Si Anak Dara Sumut (Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan 

Dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara)Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah; 

3) SKP (Sasaran Kerja Pegawai ) ONLINE Dikembangkan Menjadi 

KAREJO Kinerja Badan Kepegawaian Daerah; 
4) Relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2091 (Covid-19) 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

5) Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
6) Bakti Kesehatan Bermartabat Dinas Kesehatan; 

7) Progres Repot Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara 
(PRP2Sumut) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; 

8) Sicekatan kampung KB - Sistem Informasi Cepat Kinerja temukan 

masalah dan intervensi kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana; 

9) Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Secara Digital) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
10) E-Samsat Sumut Bermartabat Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah; 
11) Peranan Dinsos Provsu sebagai team Satgas Pemula saran dalam 

Penanganan COVID-19 Dinas Sosial; 

12) Integrasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

13) Reformasi Pengawasan Spesialis Ketenagakerjaan (RESPEK) Dinas 
Tenaga Kerja; 

14) Kolaborasi Percepatan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan; 

15) Aplikasi e-Absensi SumutBadan Kepegawaian Daerah; 
16) SiRaja Sumut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu; 

17) Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (SIMPEL ORMAS) 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

18) Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

19) Toko Online Perempuan Sumatera Utara (TOP SUMUT) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
20) Bantuan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan; 

21) PETERPAN (Pegawai Terpilih dan Panutan) Inspektorat; 
22) E-Anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip; 
23) Virtual Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

24) Biro Adpim Elektronik Notulen (Baleno) Biro Administrasi Pimpinan 
Setdaprovsu; 

25) Implementasi Desa Inovasi Tanjung Rejo Badan Penelitian dan 

Pengembangan; 
26) Pelayanan Kesehatan Bergerak Dinas Kesehatan; 

27) Dokter Terbang Dinas Kesehatan. 
 

6. BADAN PENGHUBUNG 

Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel 
berikut:  
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Tabel. 2.78  
Capaian Indikator Badan Penghubung 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase 

Hubungan Antar 

Lembaga 

82% 82% 82% 82% 

100% 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
79% 79% 79% 80% 

85,20 

Sumber :  Badan Penghubung Provsu 
 

7. PENGAWASAN 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti 
pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas 
yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:  

Tabel. 2.79  
Capaian Indikator Pengawasan 2019-2022 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Opini BPK terhadap LKPD 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara dan Kab/Kota se-
Sumatera Utara 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Persentase Perangkat Daerah 

yang nilai rata-rata evaluasi 

sakip ≥ B 

- 73 73 90,96 97,62 

Persentase Penyelesaian 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI pada 
Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara 

81,67 83,64 82 74,67 N/A 

Persentase Penyelesaian 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Itjen 

Kemendagri pada Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara 

- 100 100 100 100 

Level Maturitas SPIP 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

Level 3 
Level 3 

Terdefinisi 
Level 3 

Level 3 

BPK RI 

Perwakilan 

Level 3 

Level kapabilitas APIP 

Inspektorat 

Level 2 

menuju level 3 
Level 2 plus Level 2 Level 3 Level 3 

Pengaduan Masyarakat 52,4 74,5 55 79  

Persentase Tenaga Fungsional 
Pengawasan yang Memiliki 

Sertifikasi Keahlian Khusus 

Bidang Audit 

- 20 25 64,90 36 

Sumber : Inspektorat Provsu 2022 
 

2.1.3.5 Urusan Penunjang 

1. SEKRETARIAT DEWAN 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan 
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Capaian Indikator 

Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
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Tabel. 2.80  
Capaian Indikator Sekretariat Dewan 2019-2023 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase capaian tingkat 
kepuasan dan fasilitasi 
sekretariat DPRD terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD 

100 100 100 100 100 

Sumber : Setwan Provsu 2022 
 

2. SEKRETARIAT DAERAH 

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan 
pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). 

Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun 
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis 
daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat 
Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 2.81  
Capaian Indikator Sekretariat Daerah 2019-2022 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 OPD 

Persentase penyelesaian batas daerah 100% 100% 100% 100% 100% Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(EKPPD) 

2.783 2.792 2 2,7 2,93 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Persentase Kerjasama yang difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan - - 86 63.23 87 Biro Kesejahteraan Rakyat 

Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non 

pelayanan dasar 
- - 70 98.85  Biro Kesejahteraan Rakyat 

Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah 

dieksaminasi dan diinformasikan. 
- - 100% 100% 216 Biro Hukum 

Persentase rancangan Produk 

Hukum Kab/Kota yang telah 

dievaluasi dan difasilitasi. 

- - 100% 100% 114 Biro Hukum 

Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM - - 100% 100% 176 Biro Hukum 

Persentase kebijakan 
peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah 

- - 99.01% 100% 100 Biro Perekonomian 

Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka 

meningkatkan produktivitas dan daya saing 

perekonomian daerah 

- - 100% 100% 100 Biro Perekonomian 

Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa - - 100% 100% 100 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Terbitnya Peraturan/ 

Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan APBD 

- - 100% 100%  Biro Administrasi Pembangunan 

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD 
Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu 

- - 100% 100% 100 Biro Administrasi Pembangunan 

Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 
B B (62.79) B (63.89) B 68,85 Biro Organisasi 

Indeks Pelayanan Publik 3,00 (C) 3,68(B) 3.80 3,99 3,51 Biro Organisasi 

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100 Biro Organisasi 

Nilai capaian pelaporan kinerja 11.64 9.11 11.75 14  Biro Organisasi 

Persentase Fasilitasi Pelayanan 

Kerumahtanggaan Pimpinan 
- - 100% 100% 100 Biro Umum 
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Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 OPD 

Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung 

dan Mess Pemprovsu 
- - 100% 100% 92,39 Biro Umum 

Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan - - 100% 100% 100 Biro Administrasi Pimpinan 

Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama 

Pemerintah Daerah 
- - 100% 100% 100 Biro Administrasi Pimpinan 

  Sumber : Sekretariat Daerah  Provsu 2022 
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2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan 
unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah 
satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan 

dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat 
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah 

terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan 
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

 

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 dibanding Triwulan III-
2021 (YoY) tumbuh sebesar 4,97 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga tumbuh sebesar 4,63 persen. Salah satu indikator yang dapat 
menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya 
sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran 

konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat 
konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat 

pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT 
semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.  

 

2. Nilai Tukar Petani (NTP) 

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur 
kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani 

dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses 
produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani, Nilai 
NTP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019, dimana pada tahun 

2019 Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 98.08 poin dan pada tahun 2020 
mengalami peningkatan menjadi sebesar 109.83 poin, pada tahun 2021 
Nilai Tukar Petani meningkat menjadi sebesar 119,52 poin dibandingkan 

capaian tahun 2020, untuk tahun 2022 Nilai Tukar Petani kembali 
mengalami peningkatan menjadi sebesar 121, 78 poin, dan pada tahun 

2023 Nilai Tukar Petani meningkat menjadi sebesar 125, 73 poin. Dimana 
sektor yang berkontribusi besar dalam peningkatan skor Nilai Tukar 
Petani. Nilai Tukar Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 94,75 poin dan 

pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani Perkebunan meningkat signifikan 
menjadi sebesar 159,17 poin. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi 
Sumatera Utara dari tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.82  
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

 

No

. 
Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Nilai Tukar Petani 98,09 109,82 119,52 121,78 125,73 

- Peternakan 114,81 98.67 103,18 101,13 97,05 

- Pangan 93,20 96.90 96,77 95,44 98,92 

- Hortikultura 92,86 97.28 95,40 93,15 88,33 

- Perikanan 103,40 99.52 104,28 106,39 106,06 

- Perkebunan 94,75 125.05 145,58 147,36 159,17 

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, Data diolah 
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2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung 

pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan 
infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di 
kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur 

di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi 
disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas 

Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 2.83  
Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Persentase  Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Mantap 

82,19 82,10 76,37 80,57 

 

76,5 

2 Rasio Elektrifikasi 99,11 98,8 99,99 97,98 97,98 

3 
Layanan irigasi 
permukaan dalam kondisi 
optimal (%) 

81,82 83,28   
 

4 
Cakupan Layanan Akses 
Air Minum Layak 

73,90 76,95  100 
63,77 

5 
Cakupan layanan air 
limbah perkotaan dan 
perdesaan 

76,96 -  100 
 

N/A 

Sumber :  Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi, Dinas ESDM dan Dinas SDA, CK, TR  
 

2.1.4.3  Fokus Iklim Berinvestasi 

1. Angka  Kriminalitas 

Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama 

tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak 
(32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan 

sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian). 
Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku 
Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit 

dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.704; 1.015; 
dan 850. Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-
2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.84  
Angka Kriminalitas 

 

Indikator 2019 2020* 2021 2022 2023 

Tingkat 
Kriminalitas di 
Provinsi 
Sumatera Utara 

2,40 
(per 1000 

orang) 

37.050 
kasus 

33.392 
kasus 

N/A 

 

  Sumber :  BPS Provsu/ Kesbang Pol/Poldasu  
     *) Tingkat Kriminalitas berdasarkan jumlah tindak pidana 

 

Tingkat kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2021 mengalami 
penurunan dibanding periode tahun 2020. untuk jumlah tindak pidana 

(JTP) yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 37.051 kasus, turun menjadi 
33.392 kasus di tahun 2021. Penurunan jumlah kasus kejahatan di tahun 
2021 ini cukup berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. 

Di mana selama pandemi kegiatan masyarakat yang cukup banyak 
berkurang. 
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2. Jumlah Dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan 
pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan 
lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian 

Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah  dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini: 

Tabel. 2.85  
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Jumlah dan 

Macam Pajak dan 
Retribusi Daerah 

20 20    

2 
Persentase PAD 
terhadap 

Pendapatan 

49,47 51 99,21 57,63 56,82 

Sumber :  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
 

2.1.4.4  Fokus Sumber Daya Manusia 

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun 

ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan 
kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 

10,532 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,703 juta orang pada 
Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera 

Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 
juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,842 juta orang 
penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran. 

Tabel. 2.86  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Penduduk Usia 
Kerja  (ribu orang) 

10.532 10.703  10.532 10.532 

2 
Angkatan Kerja 
(ribu orang) 

7.411 7.350  7,411  

Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020 
 

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan 
sebesar 61 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan 

penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen pada Agustus 2020 dibandingkan 

Agustus 2019 (70,37 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa 
terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik 
menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. 

 

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama  

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai 
buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi 

komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,2 persen. Walaupun 
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demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 4,5 persen poin 
dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama 

yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga/tak dibayar 
meningkat 2,28 persen poin, dan pekerja bebas di non pertanian yang 
meningkat sebesar 1,55 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan utama 

tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal 
dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup 

mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan 
buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai 
kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak 
dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di kegiatan informal 
sebanyak 4,079 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di 

kegiatan formal sebanyak 2,763 juta orang (40,38 persen). Penduduk 
bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan 

sebesar 4,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. 
 

 

Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020 

Grafik 2.17  
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 

 

3. Kualitas Tenaga Kerja 

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan 

produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin 
tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk 

bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah 
yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja 
yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 

12,46 persen pada Agustus 2020. 
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Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus  2020 

Grafik 2.18  
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020 
 

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada 

penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah 
(1,53 persen poin), Universitas(0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 

persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk 
bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, 
dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen 

poin. 

 

4. Indeks Reformasi Birokrasi 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk itu telah 
dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan 

bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
tahun 2019-2022, sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/150/AA.05/2023 
tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa Indeks 

Reformasi Birokrasi Tahun 2021 sebesar 62,07 poin dan tahun 2022 naik 
menjadi 67,83 poin dan masuk pada kategori “B”, tahun 2023 masih 
perdikat B dengan nilai 68,83. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di 

Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel. 2.87  

Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara 
 
 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

B B B B B 

 Sumber : Biro Organisasi Provsu 
 

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang 
ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, 

serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil. 
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5. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Metodologi penghitungan IDI 
menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review 
dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) 

wawancara mendalam. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara  2022 sebesar 67,65 

dalam skala 0 sampai 100, berada di bawah IDI Nasional sebesar 74,92. 
Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori “sedang”. Klasifikasi 
tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” 

(indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 

dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi 
yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), 
(2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) 

Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12). 
Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.88  
Perkembangan IDI Sumatera Utara 

 

No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 
Indeks Demokrasi 
Indonesia 

67.65 65.13 77,6 79,53 79,53* 

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021-2022 
        *) Data Belum Rilis, memakai data tahun sebelumnya 

 

1. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB) 

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam 

mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks 
bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan 

dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat 
menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam 
Menyusun penjelasan peta risiko. 

Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan 
kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca 

bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan 
sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Jika dilihat dari perkembangan 

daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas risiko dinyatakan tinggi 
termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada 
Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, 

capaian Indeks Risiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai 
berikut: 
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Tabel. 2.89  
Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023 

 

 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk Skor nilai Indeks Risiko Bencana 

tertinggi secara nasional adalah di Provinsi Sulawesi Barat dan terendah 
di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Papua Barat dan Papua Tengah 

mengalami kenaikan skor indeks Risiko Bencana. 

 

2.1.4.5  Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan 
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar 

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 



BAB VIII
PENUTUP

P.encana Kerja Pemeri.ntah Daerah {P*KPD} Prc:rinsi Sumatera Utara
Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara yang merupakan petat<sanaan ta hun kectua Rencana
Pembansunan Daerah [RPD) Provinsi Sumatera UtErra Tahun 2024-2026,
yang mana program kegiatan yang tertuang dalarr RKPD Tahun 2A25
J:^-^1^1-^* .l^l^* *^^-1-- ^^*^^-^:-- +'-;,"^* S-- -o-1:+rry1--4Liiiii iiiiilaiii (iirrcrirr r iiai6i\al yuiruifPcaraar LLaJ liarr uo.ar orlr](ra ara Puraa.J<r"ri5(4ra(Ir
daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi *Sumatera Utara Tahun
2024-'2A26. RKPD Tahun 2025 memuat pro {ram dan kegiatan
pembangunan yang menjadi pedoman perangkat 'laerah dalam rangka
mewujudkan sasaran dan target. pada setiap ltrr.,s&rr penyelenggaraan
pemerrntah claerah.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A25" r remoerhatikan kaidah
pelaksanaan meliputi:
* Konsistensi perencanaan dan pendanaan, diser ai manajemen risiko

untuk memastikan perencanaan yang ber <ualitas, kesesuaian
pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannva, serta ketersediaan
pendanaan dan pemanfaatannya secara optim, 11, didukung dengan
pen€patan mekanisme pengambilan keputusanyar g cermat dan tegas.

- Sistem Pengendalian yang dilakukan meliputi: penl.endaiian perencanaan
berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan peng;endalian pelaksanaan
melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKI'D.

Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPI Tahun 2025 dalam
pelaksanaannJra mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang
tersedia baik dari pemerintah daerah, swasta maupuri masyarakat.

RKPD Pro*.rinsi Surnatera Lltara Tahun 2125 disusun secara
transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, aku:rtabel, terpadu lintas
sekt-cr, ino'.,atif berbasis pada riset dengan pen. ekatan fi"orLeA follo,-u
programme piority dan berprinsip pada pembangun. n yang berkelanjutan.
Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, RKPD Pr,rvinsi Sumatera Utara
Tahun 2025 meniadi pedoman dalam rangka pe lyusunan Rancangan
APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2 )25. Selain itu RKPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A25 ini me niadi pedoman baei
penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2O2l dan serta menjacli
rujukan Lragi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk
masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung I'embangunan Provinsi"
Sumatera Utara.

Se'!snirrfntrt lzqlmi ?'q-ho-rrr qi-q-ryi hq-hno^i -il ol-.{o1a,- ,-o-J.-I-r'-ruuaqrlJ| uLaiJ q Auaiii uur riua *y uaiaLl &i JLi ija{6rit yit .*ii ij<-iialiit aii-iii;iiiri,;;.iE;
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pr rrvinsi Sumatera Utara
Tahun 2025 menuju Sumatera Utara Emas.
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